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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman
transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah

sebagai berkut:

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& sa $ Es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z ha h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan ha

2 Dal D De

A Zal Z Zet (dengan titik di atas)

B Ra R Er

B Zai z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es danye
o sad S Es (dengan titik di bawah)
U= dad d De (dengan titik di bawah)

viii



Lk ta t Te (dengan titik di bawah)
L za z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

= Fa F Ef

3 Qaf Q Ki

& Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

O Nun N En

B) Wau W We

> Ha H Ha

c Hatr]nza Apostrop

< Ya Y Ye

2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
S Kasrah I |
P
s Dammah U U
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transiterasi




1 i< Kataba
2 K3 Zukira
3 caly Yazhabu

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Nama Gabungan Huruf Nama
Huruf
s Fathah dan ya Ai adani
5o Fathah dan wau Au adanu
Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. S Kaifa
2. ds~ Haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
S Fathah dan alif A a dan garis di atas
~ atau ya
&... Kasrah dan ya I i dan garis di atas
.. Dammah dan U u dan garis di atas
wau
Contoh:




No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. Je Qala

2. Jé Qila

3. Js& Yaqilu
4. = Rama

4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau
dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. JukY) da g Raudah al-atfal / raudatul atfal
2. iall Talhah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. L)) Rabbana
2. Jd3 Nazzala
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6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu J.
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf

Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. Jal Ar-rajulu

2. Il Al-Jalalu
7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam

depan bahwa Hamzah

tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. Jsi Akala

2. Osaals Ta'khuzuna
3. il An-Nau'u
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8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam
EYD vyaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata
sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
Jsu¥laiasdla Wa ma Muhammadun illa rasal
Cpallall ) dineal) Al-hamdu lillahi rabbil 'alamina

9. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.
Contoh :

No Kata Bahasa Arab Transliterasi

Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin /

38 ) 5l pd el A ) . - :
CASNA sl i s Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin

Fa aufu al-Kaila wa al-mizana / Fa
auful-kaila wal mizana

O onall s U )5 5la
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ABSTRAK

SAFIRA° RAHMANDA NIM 182121015 <“IMPLIKASI SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) TERHADAP
PENCATATAN PERNIKAHAN STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
DELANGGU”. Dalam upaya menjawab tantangan perkembangan zaman serta
upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan maka sejak tahun 2007, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
(Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan
pelayanan berbasis Teknologi Informasi khususnya pelayanan nikah dalam hal
pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual saja kemudian
pemerintah memandang perlu untuk menerapkan teknologi informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat melalui program aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Nikah (SIMKAH) yang terintegral dengan penerapan e-nikah pada KUA
Kecamatan. Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu menyebabkan
sebagian masyarakat tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka yang kemudian
mereka memilih menikah sirri terlebih dahulu sebelum dicatatkan di kantor KUA.

Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan
gambaran pelaksanaan program aplikasi SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di
KUA Kecamatan Delanggu serta ke dua untuk mendeskripsikan implikasi
SIMKAH terhadap pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
wawancara dan dokumentasi serta teknik yang digunakan merupakan teknik
purposive sampling, dimana dalam menentukan sample dilakukan dengan kriteria
tertentu yaitu Kepala KUA Kecamatan Delanggu, Operator SIMKAH, Mudin. dan
masyarakat sebagai pengguna SIMKAH.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi
SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu sudah berjalan cukup baik. Namun,
kemudahan yang hendak dicapai melalui aplikasi ini belum sepenuhnya dirasakan
oleh masyarakat Kecamatan Delanggu. Sebagian masyarakat belum memahami
cara melakukan pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH. Selain itu, fasilitas
pendukung dari aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu masih
membutuhkan banyak perbaikan agar dapat lebih optimal dalam mendukung
kinerja dari aplikasi SIMKAH. Implikasi dari penerapan SIMKAH sebagau sistem
administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu adalah SIMKAH
dapat membuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi lebih
konkrit sehingga data pencatatan pernikahan menjadi lebih akurat.

Kata kunci: SIMKAH, Pencatatan Pernikahan, Implikasi.
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ABSTRACT

SAFIRA RAHMANDA, NIM 182121015 “IMPLICATIONS OF MARRIAGE
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (SIMKAH) ON MARRIAGE
REGISTRATION CASE STUDY IN KUA, DELANGGU DISTRICT?”. In an effort
to answer the challenges of the times and to improve the quality and performance
of services at the Sub-District Office of Religious Affairs (KUA), since 2007, the
Director General of Islamic Community Guidance (Bimas Islam) has committed to
increasing the capacity of KUA through improving Information Technology-based
services, especially marriage services in terms of Until now, the government has
deemed it necessary to apply information technology that is easily accessible to the
public through the Marriage Management Information System (SIMKAH)
application program which is integrated with the implementation of e-marriage at
the sub-district KUA. The application of SIMKAH at the KUA in Delanggu Sub-
District caused some people to be unable to register their marriages, so they chose
to marry sirri first before being registered at the KUA office.

The purpose of this study is the first to describe the description of the
implementation of the SIMKAH application program in marriage registration at
KUA Delanggu District and the second to describe the implications of SIMKAH on
marriage registration at KUA Delanggu District.

The research method used in this study used interviews and documentation as
well as the technique used was a purposive sampling technique, wherein
determining the sample was carried out with certain criteria, namely the Head of
KUA Delanggu District, SIMKAH Operator, Mudin. and the community as
SIMKAH users.

Based on the results of the study, it was shown that the implementation of the
SIMKAH application at the KUA in Delanggu District had gone quite well.
However, the convenience to be achieved through this application has not been
fully felt by the people of Delanggu District. Some people don't understand how to
register a marriage through the SIMKAH application. In addition, the supporting
facilities for the SIMKAH application at the KUA of Delanggu District still need a
lot of improvement so that they can be more optimal in supporting the performance
of the SIMKAH application. The implication of implementing SIMKAH as an
administrative system for registering marriages at the KUA of Delanggu District is
that SIMKAH can make the implementation of Law Number 16 of 2019 more
concrete so that marriage registration data becomes more accurate.

Keywords: SIMKAH, Marriage Registration, Implications.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan pernikahan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal
dibentuknya Rancangan Undang — Undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973
yang menjadi Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal
ini terkait dengan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan pernikahan
dalam peraturan perundang — undangan perkawinan. Ketentuan pencatatan
pernikahan diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan® :
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing — masing

agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang — undangan yang
berlaku.

Pencatatan pernikahan bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu
perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa
peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu
perkawinan menjadi jelas artinya bahwa pernikahan tersebut benar adanya, baik
bagi yang bersangkutan maupun pihak — pihak lainnya.?

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam

status pernikahan seseorang. Pencatatan pernikahan juga dapat melindungi hak-

! Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan pernikahan Dalam Peraturan Perundang — Undangan
Perkawinan Di Indonesia,” Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 14, Nomor 03, 2017, him. 255 —
256.

2 1bid.



hak dari pasangan pengantin apabila suatu hari nanti terjadi sesuatu terhadap
pernikahan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah suatu
lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pencatatan pernikahan
yang dikenal dengan nama Kantor Urusan Agama.®

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu instansi pemerintah yang
terdiri dari beberapa wilayah di Indonesia. Kantor Urusan Agama adalah kantor
yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di
Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah
kecamatan. Adapun tugas Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan
pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul
maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.
Selain tugas tersebut, Kantor Urusan Agama juga berfungsi sebagai pelayanan
administrasi pernikahan terhadap masyarakat.*

Sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 5, menyebutkan
bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir
yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan peristiwa
nikah, rujuk, talak atau cerai ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam

dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik.®

3 1bid.

4 Anggi Dahliana Lubis, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi
Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan, 2020, him. 17

® lbid, him. 18



Akan tetapi, di era globalisasi seperti sekarang ini, manusia sudah
terbiasa dengan segala sesuatu yang serba instan, praktis, dan simple.
Masyarakat menuntut untuk mendapatkan pelayanan secara cepat namun
berjalan secara efisien. Sehingga pemerintah harus membuat inovasi baru dan
mengganti sistem pelayanan secara manual menjadi sistem pelayanan yang
berbasis teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.®

Dalam upaya menjawab tantangan perkembangan zaman serta upaya
meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan maka sejak tahun 2007, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
(Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui
perbaikan pelayanan berbasis Teknologi Informasi, khususnya pelayanan nikah
dalam hal pencatatan perkawinan yang selama ini dilakukan secara manual saja
kemudian pemerintah memandang perlu untuk menerapkan teknologi informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat melalui program aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terintegral dengan penerapan e-nikah pada
KUA Kecamatan.’

SIMKAH merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah
adalah sebuah aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk

mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di Indonesia secara online.

6 Nurhayati, “Inovasi Pelayanan Pencatatan pernikahan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala”, Skripsi, tidak diterbitan, Prodi lImu Administrasi Negara
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2020, him. 13-15

" Ristin Victaria, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam
Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu”, Skripsi, tidak
diterbitkan, Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2015, him. 19.



Data akan tersimpan dan berguna untuk membuat analisa dan laporan dengan
berbagai keperluan.®

Salah satu kelebihan aplikasi ini dalam proses pencatatan nikah adalah
tercovernya administrasi dengan lebih tertib karena berbasis computer. Pada
awalnya aplikasi ini masih begitu longgar, yaitu bahwa pada proses entry data
calon pengantin tidak adanya acuan yang khusus misalnya harus mengikuti data
yang tercantum dalam ijazah sekolah. Akan tetapi, semenjak dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, data
penulisan dalam akta nikah diharuskan sesuai data dari Kartu Tanda Penduduk
(KTP).9

Integrasi itu perlu dilakukan agar ada sinkronisasi data di antara aplikasi
yang disatukan tersebut. Integrasi itu juga diperlukan untuk memudahkan
pertukaran data yang relevan. Integrasi data tersebut terdiri dari data reguler dan
irreguler. Data reguler digunakan untuk mendata perubahan status dari nikah ke
cerai, sedangkan data irreguler digunakan untuk keperluan isbat nikah.
Terintegrasinya data SIMKAH akan memudahkan PPN/Penghulu dalam
memeriksa data dan identitas calon pengantin, wali nikah, tempat pelaksanaan

nikah dan sebagainya.*°

8 1bid.

® Fuad Riyadi, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam
Implementasi Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus”,
YUDISIA, Vol. 9, Nomor 2, Juli-Desember, 2018, him. 212.

10 1bid.



Salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah menerapkan aplikasi
SIMKAH adalah KUA Kecamatan Delanggu. KUA Kecamatan Delanggu telah
menggunakan aplikasi SIMKAH sejak tahun 2011. Awalnya, KUA Kecamatan
Delanggu hanya menggunakan SIMKAH desktop barulah pada tahun 2016
KUA Kecamatan Delanggu menggunakan SIMKAH berbasis website. Sebelum
menggunakan aplikasi ini, sistem administrasi pencatatan pernikahan di KUA
Kecamatan Delanggu dilakukan secara manual dimana seluruh pencatatan
pernikahan ditulis manual dan diarsip di dalam buku yang kemudian akan
disimpan di KUA Kecamatan Delanggu.!

Adanya peralihan sistem administrasi pencatatan pernikahan di KUA
Kecamatan Delanggu yang semula berjalan manual kemudian menjadi berbasis
teknologi membuat sedikit perubahan pada proses pendaftaran pernikahan,
dimana calon pengantin harus mendaftar secara online terlebih dahulu dengan

mengakses website SIMKAH http://simkah.kemenag.go.id. Calon pengantin

harus membuat akun lebih dahulu sebelum mendaftarkan pernikahan mereka
melalui aplikasi SIMKAH.?

Perubahan sistem administrasi pencatatan pernikahan diharapkan mampu
membuat proses pencatatan pernikahan menjadi lebih mudah, cepat, dan aman
dikarenakan SIMKAH terintegrasi dengan data dari Dinas Dukcapil sehingga
dalam proses entry data, NIK calon pengantin akan tervalidasi dengan data Dinas

Dukcapil. Dalam proses pelaksanaan aplikasi tentu saja mengalami kendala

11 poniman, Operator SIMKAH, Wawancara Pribadi, 16 Maret 2022, Jam 09.30 WIB.
2 1bid.


http://simkah.kemenag.go.id/

dalam pelaksanaannya yang menghambat maksimalnya kinerja aplikasi ini.
Beberapa masyarakat yang hendak melakukan pernikahan juga mengeluhkan
adanya perubahan tersebut, dimana beberapa dari masyarakat masih
kebingungan bagaimana cara mengakses aplikasi SIMKAH dikarenakan
beberapa dari mereka masih belum terlalu paham dengan teknologi internet.*3
Selain itu, penerapan SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan
pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu memunculkan permasalahan di
lapangan, dimana sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Delanggu tidak
dapat mencatatkan pernikahan mereka dikarenakan mereka belum mencukupi
secara umur sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.
Masyarakat yang tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka lebih memilih
jalan dengan menikahkan secara sirri terlebih dahulu sampai usia mereka
mencukupi menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan data
yang diperoleh oleh penulis dari 16 desa, ada 4 desa yang terdapat pasangan
melakukan pernikahan di bawah umur secara sirri. Mereka menikah secara sirri
terlebih dahulu dikarenakan orang tua mereka khawatir jika mereka terjerumus
ke dalam perbuatan zina.'*
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, diketahui adanya
akibat dari penggunaan SIMKAH vyang menyebabkan peralihan proses
administrasi pencatatan pernikahan dan membuat perubahan pendaftaran

pernikahan, penulis ingin melihat lebih jauh implikasi Sistem Informasi

13 1bid.

14 Imam dkk, Mudin di Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2022, Jam 10.00
WIB.



Manajemen Nikah di KUA Kecamatan Delanggu dalam skripsi yang berjudl
IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)

TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan aplikasi SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di
KUA Kecamatan Delanggu®.
2. Bagaimana implikasi SIMKAH terhadap pencatatan pernikahan di KUA

Kecamatan Delanggu?.

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan
1. Mendeskripsikan gambaran pelaksanaan aplikasi SIMKAH dalam pencatatan
pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.
2. Mendeskripsikan implikasi SIMKAH terhadap pencatatan pernikahan di

KUA Kecamatan Delanggu.

. Manfaat Penelitian
Sedangkan kegunaan penelitian ini sekurang — kurangnya bermanfaat
dalam dua hal sebagai berikut:
1. Manfaat Teoretis
a. Guna memperluas pengetahuan mengenai implikasi Sistem Manajemen

Nikah (SIMKAH) terhadap pencatatan pernikahan.



b. Dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya bagi yang ingin
meneliti masalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada
masyarakat tentang gambaran pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi

SIMKAH di Kantor Urusan Agama.

E. Kerangka Teori
1. Implikasi
Menurut Silalahi yang dikutip oleh Nurfadhilah, implikasi adalah
akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan
yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran
pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Sedangkan menurut Islamy,
implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses
perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat dan
konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau
kegiatan tertentu.'®
2. Pencatatan Pernikahan
Pencatatan perkawinan telah diatur dalam aturan perundang — undangan
sebagai perkembangan lebih lanjut dari Undang — Undang Nomor 22 Tahun

1946 adalah UU pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi

15 Nurfadhilah Ishak, “Implikasi Wabah COVID-19 Terhadap Penerapan Sistem Belajar Di
Rumah Pada Siswa SMA Negeri 6 Wajo”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Pendidikan Sosiologi
Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021, him. 9.



muslim Indonesia. UU tersebut mengatur tentang pencatatan nikah, talak,
cerai, dan rujuk. Semula hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura
kemudian lahir Undang — Undang Nomor 32 Tahun 1954 sebagai bentuk
pembaharuan UU Nomor 22 Tahun 1946 dan diberlakukan di seluruh
Indonesia.*®

Untuk saat ini, telah dibentuk hukum perkawinan baru yang berlaku
bagi masyarakat Indonesia yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20
tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan ini diterbitkan umtuk
melakukan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. PMA nomor 20 tahun 2019
tentang pencatatan pernikahan di dalamnya mengatur tentang pendaftaran
kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehedak
nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan
pencatatan nikah, penyerahan buku nikah.!’

3. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

SIMKAH adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah,
sebuah program aplikasi computer berbasis windows yang berguna untuk
mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di

wilayah Republik Indonesia secara online, data akan tersimpan dengan aman

16 Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam
Perspektif Magasid Asy-Syari’ah,” AL-AHWAL, Vol. 14, Nomor 1, 2019, him. 17-18

17 Mamiroh, “Pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di
KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Hukum
Keluarga Islam IAIN Purwokerto, 2020, him. 25-26.
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di Kantor Urusan Agama setempat, di Kabupaten/Kota, di Kantor Wilayah
Provinsi, dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat
berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.!® Aplikasi
SIMKAH terus dikembangkan guna meningkatkan kualitas sistem sehingga
dapat digunakan secara nyaman oleh pengguna SIMKAH serta dapat
mempermudah dan memperlancar pencatatan nikah yang harus dilaksanakan
di KUA. Sampai saat ini ada dua aplikasi SIMKAH dengan konsep berbeda
yang dapat digunakan oleh operator SIMKAH di KUA yakni aplikasi
SIMKAH berbasis Windows atau sering dikenal dengan SIMKAH Dekstop
dan aplikasi SIMKAH berbasis Website.®

Aplikasi SIMKAH ini berfungsi antara lain membangun infrastruktur
database dengan memanfaatkan teknologi, di samping pula penyajian data
yang cepat dan akurat juga mempermudah pelayanan, pengendalian dan
pengawasan, serta memberikan pelayanan bagi publik untuk mendapatkan
informasi yang lengkap, cepat dan akurat. Guna melengkapi fungsinya,
aplikasi ini memiliki fitur berupa data master meliputi tempat KUA, petugas
seperti penghulu dan P3N juga ID dan Password, rekap meliputi data berupa
jumlah bilangan peristiwa pernikahan per tahun. Rekap peristiwa pernikahan
KUA-KUA seluruh Indonesia, grafik meliputi gambaran grafik peristiwa

pernikahan per tahun, detail meliputi daftar pernikahan mulai dari nomor

18 Anggi Dahliana Lubis, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
Online Di Kantor..., hlm. 13.

19 Sutisna dkk, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Meningkatkan
Kualitas Layanan”, Tadbir:Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 4, No. 2, 2019, him. 198.
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register, nama calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, tanggal
pernikahan dan tempat pelaksanaan, dan entry data meliputi pengisian berkas-
berkas peristiwa pernikahan baik dari model N1 sampai dengan N7, serta

model NB atau akta cerai.?°

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai pencatatan nikah berbasis teknologi SIMKAH
sejauh pengamatan penulis telah cukup banyak dilakukan oleh peneliti
sebelumnya, baik itu berbentuk skripsi, artikel jurnal ilmiah maupun karya
ilmiah lainnya. Penulis mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda
dengan penelitian sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Yullang pada tahun 2020 berjudul “Penerapan
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu
Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.” Latar
belakang dari penelitian ini adalah SIMKAH di KUA Kecamatan Lembang telah
diterapkan tetapi masih dalam tahap penyempurnaan karena masih kurangnya
sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang itu dan baru saja
mendapat akses jaringan untuk mengaktifkan pendaftaran nikah berbasis
online.?! Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian

peneliti akan membahas mengenai implikasi aplikasi SIMKAH dalam

20 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, “Penting, SIMKAH Untuk Akurasi Data
Nikah” dikutip dari https://jateng.kemenag.go.id diakses 11 Januari 2022.

2L Yullang, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam
Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”, Skripsi,
tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Dakwah IAIN Parepare, Parepare, 2020, him. 08


https://jateng.kemenag.go.id/
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pencatatan pernikahan sebagai upaya pencegahan manipulasi data dan
mendukung legalitas perkawinan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Maulana Abdul Ghaffar pada tahun
2020 berjudul “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem
Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.” Latar belakang dalam penelitian ini adalah aplikasi
SIMKAH yang diterapkan tentu saja memberikan kemudahan, tetapi kemudahan
tersebut belum tentu dapat begitu saja diterapkan di masyarakat melihat
kapasitas penghulu sendiri yang mungkin saja sewaktu-waktu dimutasi sehingga
pengoperasian SIMKAH tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan, atau
bahkan malah mempersulit dengan kembali lagi harus melakukan penyesuaian
dengan menggunakan komputer. Metode penelitian yang digunakan berupa
observasi, wawamcara, angket dan dokumentasi.?? Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti Maulana membahas dari
sudut pandang kepuasan masyarakat sedangkan penelitian peneliti akan
membahas bagaimana implikasi digunakannya SIMKAH dalam proses
pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.

Skripsi yang ditulis oleh Nova Ayu Lestari pada tahun 2020 dengan judul
“Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso

Kota Makasar.” Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya kendala

22 Maulana Abdul Ghaffar, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sistem
Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi IImu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin,
Jambi, 2020, him. 02.
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dalam proses pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mariso yaitu
ketika menginput data lambatnya jaringan internet yang berdampak lamanya
proses pengiriman data dan ini juga disebabkan oleh server yang ada di pusat.
Seluruh operator mengeluhkan hal tersebut. metode penelitian yang digunakan
yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisis
triangulasi. 2 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah
penelitian ini hanya menjelaskan mengenai pelayanan pencatatan pernikahan
sedangkan penelitian peneliti akan membahas mengenai implikasi dari
penggunaan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan.

Skripsi yang ditulis Wardiman pada tahun 2020 dengan judul
“Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan SIMKAH Online Di Kantor
Urusan Agama Di Kota Yogyakarta.” Latar belakang dalam penelitian ini adalah
peneliti Wardiman meneliti di KUA Gondomanan dikarenakan KUA tersebut
memiliki program unggulan yaitu memiliki web pendaftaran sendiri berbeda
dengan KUA yang lainnya. Selain itu, KUA ini juga merupakan KUA yang
paling banyak melakukan pendaftaran akad pernikahan tentunya dengan
banyaknya pendaftaran apakah berimbas dengan kinerja SIMKAH. Metode
pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis.?* Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian peneliti adalah penelitian peneliti akan membahas mengenai

23 Nova Ayu Lestari, “Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mariso Kota Makasar”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi llmu Administrasi Negara Universitas
Muhammdiyah, Makasar, 2020, him. 01.

24 Wardiman, “Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan SIMKAH Online Di Kantor
Urusan Agama Di Kota Yogyakarta”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020, him. 02.
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implikasi dari penerapan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan di KUA
Kecamatan Delanggu.

Skripsi yang ditulis oleh Sofi Hidayat pada tahun 2021 dengan judul
“Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada
Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.” Latar belakang
penelitian ini adalah penerapan SIMKAH yang dinilai mempunyai kelebihan
yaitu salah satunya tercovernya pencatatan pernikahan sehingga lebih tertib
namun dalam penerapannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tentang
penerapan sistem informasi manajemen terhadap SIMKAH. % Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian peneliti akan membahas
mengenai implikasi penerapan SIMKAH dalam proses pencatatan pernikahan di

KUA Kecamatan Delanggu.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).
Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang akan dikaji secara
intensif serta dianalisis kembali pada data yang sudah dikumpulkan dari
lapangan.® Dalam penelitian ini, penulis akan berinteraksi dengan operator

SIMKAH, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu, Mudin, serta

% Sofi Hidayat, Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada
Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Hukum
Keluarga IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2021, him. 02.

% Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2004), him. 308.
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masyarakat sebagai pengguna SIMKAH. Dapat dikatakan nanti penelitian ini
akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menghasilkan
data deskriptif berupa kata — kata atau lisan dari orang — orang terdekat yang
dapat diamati untuk menggali informasi data.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut sebagai
data asli atau baru yang memiliki sifat up to date.?” Data primer didapat
dengan cara peneliti harus mengumpulkan data tersebut secara langsung,
yaitu dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan narasumber
utama yaitu operator SIMKAH, Kepala KUA Kecamatan Delanggu,
Mudin, serta masyarakat sebagai pengguna SIMKAH.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti
dari berbagai sumber yang telah ada.?® Data sekunder dapat diperoleh dari
berbagai sumber seperti buku, laporan, dan jurnal. Dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan data sekunder berupa pencatatan pernikahan yang
telah diinput dalam SIMKAH serta buku panduan pengoperasian

SIMKAH (Manual Book)

27 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2018), him. 4

28 1bid.
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3. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Delanggu dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai
September 2022.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara
langsung dengan menyiapkan pertanyaan kepada pemberi informasi.
Dalam penentuan narasumber, peneliti menggunakan teknik purposive
sampling yaitu dengan kriteria tertentu. Dimana sample yang digunakan
harus memenuhi kriteria yaitu pegawai KUA Kecamatan Delanggu yang
memiliki pemahaman mengenai SIMKAH serta pengguna SIMKAH.
Narasumber dalam penelitian ini adalah operator SIMKAH, Kepala KUA
Kecamatan Delanggu, Mudin, serta masyarakat. Wawancara ini dilakukan
dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (In-depth Interview)
yaitu peneliti akan melakukan wawancara dengan pertanyaan yang tidak
terstruktur agar narasumber dapat memberikan informasi dengan nyaman.
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa dokumen, catatan, buku, transkip, surat kabar, dan

29 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta:
Kencana, 2014), him. 372.
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majalah. 3° Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini dengan
mengumpulkan data-data pencatatan pernikahan yang telah diinput dalam
SIMKAH.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan secara induktif, penelitian kualitatif tidak
dimulai dari dekdutif teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Teknik analisis
data dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan
Huberman yang menngemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus sampai
tuntas.® Penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, dan penyederhanaan data
yang masih kasar dari berbagai catatan tertulis di lapangan. Reduksi data
akan dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan, selama
proses berlangsung akan terjadi tahapan reduksi selanjutnya. Reduksi data
akan terus berlangsung sampai penelitian di lapangan selesai dan laporan
akhir tersusun secara lengkap. Reduksi data berguna untuk membentuk
analisis yang tajam serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam

suatu penelitian.?

%0 Sandu Siyoto dan Ali Sodig, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media
Pubishing, 2015), him. 78

31 Handani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka llmu, 2020),
him. 159-160.

32 Aristo Hadi Sutopo dan Andrianur Arif, Terampil Mengolah Data Kualitatif, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010), him. 11.
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Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan implikasi
sistem informasi manajemen nikah terhadap pencatatan pernikahan di
KUA Kecamatan Delanggu yang sudah dikumpulkan akan disederhanakan
dan difokuskan untuk memudahkan dalam analisis data-data yang masih
kompleks tersebut.
b. Penyajian Data
Penarikan kesimpulan untuk menyajikan uraian sekumpulan
informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan.®
c. Kesimpulan / Verifikasi
Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses analisis data.
Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telah
diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan
membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan

makna yang terkandung dalam konsep — konsep dasar penelitian tersebut.

H. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam
skripsi menjadi lima bab yang dalam setiap bab tersusun dari beberapa sub bab.
Adapun sistematika dari penyusunan skripsi ini sebagai berikur:
Bab | merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori yang

3 Indra Prasetia, Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik, (Medan: UMSU
PRESS, 2022), him. 149.
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digunakan sebagai tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika
penulisan.

Bab Il merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum mengenai
teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: implikasi, pencatatan
pernikahan, serta Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Bab 11l membahas mengenai deskripsi data penelitian. Pada bab ini
merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian di lapangan. Di bagian
pertama akan membahas gambaran umum tentang KUA Kecamatan Delanggu
yang terdiri dari sejarah KUA Kecamatan Delanggu, struktur organisasi, serta
tugas pokok dan fungsi dari KUA Kecamatan Delanggu, kemudian di bagian
kedua akan membahas mengenai letak dan keadaan geografis, keadaan
demografis, serta di bagian ketiga akan membahas pelaksanaan SIMKAH di
KUA Kecamatan Delanggu.

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang berisi analisis implikasi
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terhadap pencatatan pernikahan
di KUA Kecamatan Delanggu.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran.



BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Implikasi
1. Pengertian Implikasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implilasi
mempunyai makna keterlibatan atau terlibat. Sedangkan, menurut para ahli
implikasi mempunyai makna yang bermacam-macam, yaitu:

a. Menurut Islamy yang dikutip oleh Supriyadi, implikasi adalah segala
dampak yang dihasilkan dari adanya kebijakan yang diterapkan. Dengan
kata lain implikasi adalah konsekuensi yang ditimbulkan karena
dilaksanakannya suatu kebijakan tertentu.*

b. Menurut Winarno yang dikutip oleh Supriyadi, ada paling sedikit lima
dimensi yang harus ada dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah
kebijakan. Pertama, implikasi pada masalah-masalah public dan implikasi
pada orang yang terlibat. Kedua, kebijakan bisa jadi berdampak pada
kelompok-kelompok di luar sasaran kebijakan tersebut. Ketiga, kebijakan
dapat menimbulkan dampak bagi keadaan sekarang atau yang akan datang.
Keempat, evaluasi mengenai biaya yang dikeluarkan untuk membiayai
kebijakan tersebut. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung

oleh masyarakat akibat penerapan kebijakan tersebut.?

! Supriyadi, “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Padang
Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Al-
Syahshiyyah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, him. 32-33.

2 1bid.

20
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c. Menurut Silalahi yang dikutip oleh Supriyadi implikasi adalah suatu
dampak atau akibat yang timbul karena adanya suatu penerapan program
atau kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak yang

menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.

2. Macam-Macam Implikasi
Macam-macam implikasi dilihat dari penggunaannya terdiri dari :
a. Implikasi Teoritis
Jenis implikasi ini bertujuan untuk mendujung dan meyakinkan
penguji mengenai kontribusi ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang
digunakan untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian.*
b. Implikasi Manajerial
Jenis ini bertujuan untuk membahas mengenai kesimpulan atau hasil
akhir penelitian. Kesimpulan tersebut harus diperoleh berdasarkan
kebijkan yang diterapkan dalam metode penelitian. Dimana kebijakan
tersebut diperoleh melalui proses pengambilan keputusan yang bersifat
menyeluruh.®
c. Metodologi
Jenis implikasi ini bersifat optional dan menyajikan refleksi penulis

mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, misalnya saja

3 1bid.

4 Uba Umbara, “Implikasi Teori Belajar Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Matematika”,
Jurnal Matematika llmiah STKIP Muhammadiyah Kuningan, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, him. 31.

® lbid.
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pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian metode
penelitian mana yang telah dilakukan dengan baik dan bagian mana yang

belum dilakukan dengan baik.°

B. Konsep Dasar Pencatatan Pernikahan
1. Pencatatan Pernikahan

Pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, setiap pernikahan perlu
dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
Di Indonesia, masalah pernikahan sudah diatur dibeberapa pasal peraturan
perundang-undangan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan
menjelaskan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang
berlaku”. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus dilaksanakan di hadapan dan di
bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Sebagaimana yang dijelaskan
dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa pencatatan pernikahan berfungsi
agar pernikahan diakui oleh negara dan membawa banyak konsekuensi
hukum bagi yang bersangkutan. Bagi setiap orang yang melakukan
pernikahan tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah akan

dikenakan sanksi hukuman denda.’

® Ibid.
7" Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: UNIMAL
PRESS, 2016), hal. 36-37.



23

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada kewajiban untuk mencatatkan
peristiwa pernikahan. Hal itu dikarenakan pada zaman tersebut belum
dibentuk infrastruk pemerintahan yang lengkap seperti zaman sekarang ini.
Namun, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan Pernikahan
bertujuan mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat agar
martabat dan kesucian suatu pernikahan terlindungi. Melalui pencatatan
pernikahan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, jika dalam rumah
tangga terjadi perselisihan antara suami istri atau salah satu diantaranya tidak
bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum
dengan tujuan mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing.®

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa:

a. Setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan memberitahukan
kepada pegawai pencatat di tempat pernikahan yang akan dilaksanakan.

b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya
10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan.

c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan
suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah

setempat.®

8 Aden Rosadi, Hukum Dan Administrasi Perkawinan, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media,
2021), him. 40.

° 1bid.
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Sedangkan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan
bahwa:
a. Pencatatan pernikahan bertujuan agar terjamin ketertiban pernikahan
dalam masyarakat Islam.
b. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sesuai yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang

Nomor 32 tahun 1954.10

2. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam
a. Pencatatan Pernikahan dalam Al-Qur’an

Awalnya di dalam Al-Qur’an atau Sunnah tidak diatur secara
konkret mengenai pencatatan pernikahan. Hal ini berbeda dengan
muamalat yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertemtu
dianjurkan untuk dicatat. Namun, dengan pertimbangan kemaslahatan,
maka hukum perdata Islam perlu untuk mengaturnya demi kepentingan
kepastian hukum di masyarakat.!!

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa tidak adanya ayat atau
Sunnah yang menjelaskan tentang adanya pencatatan pernikahan, namun
jika merujuk kepada surat Al-Bagarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum
mengenai hutang piutang kita dapat melakukan istinbath berupa qgiyas

untuk menyikapi mengenai pencatatan pernikahan.

10 1bid.

11 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2013), him. 91
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai
batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan
lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu
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perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;
Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.'?

Melihat ayat di atas, dapat dilihat bahwa ayat tersebut menunjukkan
sebuah anjuran untuk mencatat hutang piutang dan mendatangkan saksi
pihak ketiga. Ayat ini dapat dijadikan istinbath dengan giyas aulawi yaitu
sesuatu yang tidak ditegaskan lebih utama hukumnya dari yang
ditegaskan. Dengan qiyas aulawi dapat ditarik kesimpulan bahwa
perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatat,
bagaimana dengan pernikahan yang merupakan ikatan lahir batin antara
laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang
kekal.'3

b. Kaidah Figih Pencatatan Pernikahan

Seiring dengan perkembangan zaman, maka terjadi pergeseran
kultur lisan menjadi kultur tulis sebagai ciri mayarakat modern, dituntut
adanya surat sebagai sebuah bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi dapat
dijadikan sebuah bukti dikarenakan akan mengalami kematian, selain itu
manusia juga dapat mengalami kelupaan diakrenakan faktor usia untuk

itulah diperlukan bukti yang kemudian disebut dengan akta.'*

12 Kementerian Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surakarta: MA’SUM, 2020), him.
37
13 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam..., him. 95

4 1bid.
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Maka dari itu, pembaharuan hukum Islam yang perlu dilakukan
salah satunya adalah pencatatan pernikahan sebagai salah satu ketentuan
dalam pernikahan yang harus dipenuhi karena pencatatan pernikahan
bertujuan untuk menjadikan sebuah peristiwa pernikahan tersebut menjadi
jelas baik bagi pihak yang melangsungkan pernikahan maupun pihak
lainnya, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu dengan
pernikahannya maka dapat dibuktikan dengan bukti autentik berupa surat
yang menerangkan peristiwa pernikahan tersebut.*®

Adanya pencatatan pernikahan membuat pernikahan tersebut
memiliki status hukum vyang jelas, sehingga kemadharatan yang
kemungkinan akan terjadi misalnya status wanita dan anak akan dapat
dihindari. Menurut Abdul Halim yang dikutip oleh Jaih Mubarok
menjelaskan bahwa menempatkan pencatatan pernikahan sebagai syarat

sah pernikahan dapat dilakukan dengan ijtihad menggunakan kaidah:

Artinya : menolak keburukan didahulukan atas mendatangkan kebaikan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka kewajiban pencatatan
pernikahan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan
bersama dan menjaga kemaslahatan masyarakat adalah perbuatan yang

tidak bertentangan dengan syariat Islam.®

15 Aden Rosadi, Hukum Dan Administrasi..., him. 50

16 Jaih Mubarok, Kaidah Figih, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), him. 95.
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3. Pencatatan Pernikahan dalam Undang-Umdamg Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap pernikahan adalah
sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing
kepercayaannya. Penjelasan dari hukum agama dan masing-masing
kepercayaan adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan
agamanya dan kepercayaan selama tidak bertentangan dengan Undang-
Undang. Misalnya bagi orang Islam sahnya pernikahan adalah yang
dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2)
dijelaskan bahwa setiap pernikahan dicatat menurut peraturan Undang-
Undang yang berlaku. Hal tersebut bermakna bahwa pernikahan bukan hanya
sekadar sah atau tidaknya saja, namun peristiwa pernikahan tersbut harus
dicatatkan sebagai kewajiban administrasi.’

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan yang
boleh dilakukan apabila kedua calon pengantin sudah berusia 19 tahun. Hal
itu berarti bahwa usia minimal bagi seseorang untuk dapat menikah dan
mencatatkan pernikahan mereka menurut peraturan Undang-Undang adalah

19 tahun.!®

17 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), him. 214

18 1bid.
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4. Prosedur Pencatatan Pernikahan
a. Permohonan

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan bahwa prosedur pemberitahuan rencana pernikahan dapat
dilakukan melalui lisan maupun tertulis oleh calon pengantin atau oleh
orang tua calon pengantin. Pemberitahuan disampaikan paling lambat 10
hari sebelum pernikahan dilakukan. Adapun hal-hal yang dilaporkan
diantaranya nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, dan apabila salah satu
atau kedua calon pengantin pernah menikah maka dilaporkan juga nama
dari mantan istri atau suaminya. Dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa apabila pemberitahuan
kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin harus
mendapatkan surat dispensasi dari camat atau nama bupati/wali kota atau
Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akan nikah
dilaksanakan.'®

b. Pemeriksaan

Pegawai pencatat nikah harus meneliti asal usul kedua calon
pengantin, termasuk status pernikahan terdahulu dari masing-masing calon
pengantin. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

19 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).
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Nomor 1 tahun 1074 tentang Perkawinan, “pegawal pencatat yang
menerima pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan pernikahan,
meneliti apakah syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi dan apakah tidak
ada halangan melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang.?°
Selain itu, pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan

penelitian mengenai hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon pengantin. Jika tidak
ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat diganti dengan surat yang
menyatakan umur dan asal usul calon pengantin yang diberikan oleh
kepala desa atau yang setingkat dengan itu.

2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan
tempat tinggal orang tua calon pengantin.

3) lzin tertulis atau izin pengadilan, sesuai dengan yang dijelaskan dalam
Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dimana jika salah satu atau kedua calon pengantin belum
mencapai umur 21 tahun.

4) lzin pengadilan, sesuai yang diatur dalam Pasal 14 jika calon suami

masih berstatus mempunyai istri.

20 Aden Rosadi, Hukum Dan Administrasi...



31

5) Dispensasi pengadilan/pejabat, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6) Surat keterangan kematian istri atau suami atau surat keterangan
perceraian apabila salah satu atau kedua calon pengantin sudah pernah
menikah.

7) Surat izin dari atasan atau kesatuan, jika kedua calon pengantin atau
salah satunya berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Republik Indonesia.?

c. Pengumuman

Jika semua ketentuan telah dipenuhi oleh kedua calon pengantin,
maka pegawai pencatat nikah memberikan pengumuman kehendak nikah
dengan cara menempelkan surat pengumuman sesuai formulir yang
ditetapkan, ditempel di tempat yang dapat dilihat oleh orang umum dan
harus ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Pengumuman tersebut
harus berisi mengenai identitas calon pengantin seperti nama, umur,
pekerjaan, dan alamat tinggal calon pengantin, serta berisi jadwal
pelaksanaan pernikahan seperti hari, tanggal, dan tempat dilaksanakan
pernikahan. Kemudian setelah akad nikah dilangsungkan maka akan

dilaksanakan pencatatan pernikahan.??

21 1bid.
22 |bid.
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5. Dasar Hukum Dan Manfaat Pencatatan Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mempunyai legitimasi yang
membolehkan seorang pria berkumpul dengan seorang wanita dalam sebuah
bentuk keluarga. Ketenangan atau ketentraman keluarga salah satunya
ditentukan dari pernikahan tersebut harus sesuai dengan tuntunan aturan
agama masing-masing. Selain itu, pernikahan tersebut juga harus dicatatkan
menurut aturan yang berlaku. Pencatatan pernikahan merupakan hak bagi
setiap keluarga dan juga sebagai perlindungan bagi istri dan anak dalam
menjamin terpenuhinya hak-hak mereka dalam keluarga.?®

Dasar hukum dalam melakukan pencatatan pernikahan termuat dalam
beberapa peraturan sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan
Rujuk. Dalam undang-undang ini tercantum, “Nikah yang dilakukan
menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai
pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang
ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam,
selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai
pencatat nikah”.

b. Undang-Undang No. | Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).
Dalam pasal ini disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

28 bid.
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c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan.?

Adapun manfaat dari dilakukannya pencatatan dalam sebuah
pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Terjaminnya perlindungan hukum. Misalnya, jika suatu saat dalam rumah
tangga sang istri mendapatkan suatu kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) dan jika hal tersebut menyebabkan perceraian maka sang istri
dapat menuntut hak-haknya di pengadilan.

b. Memudahkan mengurus perbuatan hukum lain yang berhubungan dengan
pernikahan. Misal, jika suami dan istri mempunyai anak dan ingin
membuatkan akta kelahiran bagi sang anak.

c. Merupakan legalitas pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan akan
dianggap legal secara hukum jika pernikahan tersebut dicatatkan oleh
pegawai pencatat nikah (PPN).?®

d. Terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi
akan terjamin keamanannya dari tindakan pemalsuan atau kecurangan

lainnya.2®

6. Urgensi Pencatatan Pernikahan
Pada dasarnya terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam pencatatan

pernikahan yaitu ingin mewujudkan ketentraman dalam hal administrasi

24 1pbid, him. 44

2 1bid, him. 50
% 1bid.
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pernikahan di masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat sering kali timbul
suatu permasalahan, hal tersebut juga terjadi dalam kehidupan berumah
tangga, oleh sebab itu sudah sewajarnya jika dalam sebuah pernikahan
diperlukan campur tangan pejabat pemerintah untuk membantu proses
administrasi pernikahan atau dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan.?’
Pencatatan pernikahan juga bertujuan untuk mencegah perbuatan
poligami yang biasanya dilakukan oleh para suami dengan cara nikah di
bawah tangan atau nikah sirri. Dimana hal tersebut dapat menimbulkan
dampak buruk. Dalam pencatatan pernikahan sebenarnya hal yang sangat
diperhatikan adalah konsep magasid syariah yaitu kemaslahatan manusia,
maka dari itu setiap sesuatu yang dapat menimbulkan madharat maka perlu
untuk dilakukan suatu pemeliharaan. Hal tersebut juga dilakukan di dalam
sebuah pernikahan, dimana pemeliharaan kemaslahatan antara suami, istri
maupun anak harus dijaga dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang tidak

diinginkan.®

C. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen Nikah
1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Nikah
Sistem Informasi Manajemen Nikah yang kemudian disingkat SIMKAH
adalah sebuah program Aplikasi Komputer berbasis windows yang berguna

mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA)

27 Ibid, him. 50
28 ghofiatul Jannah dkk, Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Al-Ulum, Vol. 8, No. 2, 2021, hal. 10
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di seluruh wilayah Republik Indonesia secara online kemudian data akan
tersimpan di KUA setempat, di Kabupaten/Kota, di Kantor Wilayah Provinsi,
dan di Bimas Islam. Data tersebut nantinya akan berguna untuk membuat
berbagai analisa dan laporan sesuai dengan keperluan.®

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penggunaan SIMKAH adalah
penyeragaman data dan backup data yang berintegrasi. Penyeragaman data
tersebut diperlukan agar data lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan
penangannya lebih mudah apalagi melalui suatu program aplikasi yang
memadai. Backup data diperlukan untuk menyelamatkan dan menghimpun
data dari berbagai kemungkinan masalah yang bisa terjadi, misalnya jika
terjadi bencana alam dan sebagainya. Program aplikasi SIMKAH ini adalah
salah satu program aplikasi yang khusus digunakan dan dibuat untuk
kepentingan tersebut. Program ini menggunakan akses internet yang
dianggap lebih cepat dan aman selain teknik backup data secara
konvensional.*

Kemampuan utama dari program ini adalah mudahnya pengiriman data
dari KUA ke kantor Kemenag, Kanwil, dan Bimas Islam. Selain itu,
SIMKAH secara garis besar yaitu:

a. Menambah, mengedit, dan menghapus data dengan mudah
b. Mengirim data secara online, namun dapat dilakukan secara offline dengan

menggunakan disket, CD, atau flashdisk.

29 Widyawan Sigitmanto, “Buku Panduan SIMKAH (Manual Book)” dikutip dari
http://www.simkah.id diakses 14 Agustus 2022, him. 1-5

%0 Ibid.
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c. Menginput data yang sederhana namun fleksible.

d. Program dapat mengecek Nomor Porporasii dan Nomor Seri Ganda
sehingga dapat mengurangi kesalahan dan pemalsuan.

e. Program dapat mengecek identitas calon pengantin melalui berbagai
kemungkinan

f. Tersedianya beberapa Laporan Standar yang dapat dihasilkan. Laporan
dapat dibuat melalui transfer ke Excel.

g. Hanya pemakai program yang diijinkan untuk mengoperasikan SIMKAH.

h. Backup data terkompress, sehingga data yang berukuran besar dapat
tersimpan di penyimpanan yang jauh lebih kecil.

i. Pengiriman data dari KUA ke Kemenag, Kanwil, dan Bimas Islam
dilakukan dengan sekali kirim.

J. Update program dapat dilakukan secara offline dan online

k. Adanya program analisa data yang dapat dilakukan berdasar berbagai

kemungkinan.3!

. Sejarah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah
Setelah terpisahnya Bimas Islam dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji
dan Umroh pada tahun 2006, memunculkan tekad untuk mewujudkan
pelayanan administrasi berbasis teknologi. Sebelum adanya aplikasi

SIMKAH, sudah terbentuk terlebih dahulu SIMBIHAJ (Sistem Informasi

#1bid.
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Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk)
dan SIKUA.*

Budaya manual dalam pelayanan terhadap masyarakat masih menjadi
andalan, namun perkembangan teknologi informasi yang begitu dahsyat tidak
bisa dihindari akan tetapi harus disikapi dengan pemikiran terbuka. Selain itu,
sebagian banyak instansi pemerintahan juga sudah menggunakan teknologi
informasi dalam pelayanan administrasinya misalkan saja kantor kepolisian,
kantor imigrasi, dan kantor kependudukan, maka dari itu KUA sebagai UPT
Dirjen Bimas Islam juga dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan
administrasi dengan beralih menggunakan teknologi informasi.33

Sebelum adanya aturan yang mengatur mengenai penggunaan
SIMKAMH, proses administrasi di KUA mengikuti aturan yang terdapat dalam
PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Pernikahan kemudian mengikuti aturan PMA Nomor 11
Tahun 2007 tentang

pencatatan nikah dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor DJ.11/1142 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah.3*

Pada awalnya, proses penulisan dalam pendaftaran dan pemeriksaan

peristiwa nikah, talak dan rujuk ditulis dengan menggunakan huruf balok dan

32 Thobib Al-Asyhar, “SIMKAH, Cara Baru Pelayanan Asministrasi Nikah DI Era Digital”
dikutip dari http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-
nikah-dieradigital diakses 14 Agustus 2022

3 Ibid.

3 Bid.



http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-dieradigital%20diakses%2014%20Agustus%202022
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-dieradigital%20diakses%2014%20Agustus%202022
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juga menggunakan tinta hitam. Kemudian, setelah diterbitkannya aturan
Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/369
Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) pada KUA Kecamatan barulah proses penulisan dalam
administrasi KUA dilakukan dengan aplikasi SIMKAH oleh seorang operator

SIMKAH yang bertugas sendiri.*

. Faktor Penyebab Diterapkan SIMKAH
a. Pembaharuan Pencatatan Pernikahan
Seiring berkembangnya teknologi masyarakat menuntut pelayanan
prima dan cepat. Maka dari itu pengelolaan administrasi perkantoran perlu
beralih ke teknologi digital. Karena penerapan administrasi secara digital
dipandang akan mebuat pelayanan administrasi menjadi lebih efisien dan
efektif.%
b. Akurasi Pemeriksaan Calon Pengantin
Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan sangat membantu tugas
dari PPN/Penghulu dalam administrasi terutama dalam proses
pemeriksaan calon pengantin. PPN/Penghulu sering kali kecolongan
karena data calon pengantin dan wali sering tidak sesuai kenyataan.

Aplikasi SIMKAH dilengkapi fitur link data sehingga PPN dapat

% Ibid.
% bid.
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melalukan pengecekan data langsung ke aplikasi SIAK, sehingga dapat
diketahui dengan jelas data identitas calon pengantin yang sebenarnya.®’
c. Memudahkan Masyarakat Dalam Mengurus Pernikahan
Aplikasi SIMKAH menyediakan fitur layanan pengaduan online
yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang
dirasakan mengenai kinerja pegawai KUA3%,
d. Terciptanya Kontrol Sosial Pernikahan
Salah satu fungsi dari SIMKAH adalah sebagai kontrol sosial
masyarakat. Dimana setiap calon pengantin yang sudah terdaftar
pernikahannya di aplikasi SIMKAH harus mempublikasikan foto mereka,
sehingga apabila calon pengantin tersebut bermaslaah masyarakat dapat

mengajukan complain melalui aplikasi tersebut.

37 1bid.

% bid.
% Ibid.



BAB I
DESKRIPSI DATA PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu

Berdirinya Kantor Urusan Agama diawali dengan adanya Lembaga
Kepenghuluan. Pada masa Kesultanan Mataram, telah diangkat seseorang
yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada
masa kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan merupakan lembaga
swasta, dimana lembaga tersebut di bawah pengawasan Bupati dan
penghasilan karyawannya diambil dari biaya nikah. Pada masa
pemerintahan Jepang, Jepang mendirikan Kantor Shumubu di Jakarta.
Kepala Kantor Shumibu untuk wilayah Jawad an Madura pada waktu itu
adalah KH. Hasim Asy’ari.?

Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu sendiri berdiri sekitar
tahun 1980-an. Pada awalnya KUA Delanggu bertempat di dekat sub
terminal Delanggu tepatnya di sekitar masjid besar Delanggu. Kemudian
pindah ke Komplek masjid at-Ta’awun (Yayasan Amal Muslim Pancasila)
pada tahun 1997 sampai sekarang. Data pernikahan terlama yang berada di
KUA ini, yaitu data pencatatan nikah di tahun 1952. Selanjutnya untuk

pimpinan dari KUA Delanggu sendiri sudah berganti hingga ke-7 kali nya,

! Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, 09 Agustus 2022,
jam 13.00 WIB.

40
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hingga kini yang terakhir yaitu sedang dipimpin oleh Bapak Akhmadi,
S.Ag. (2018-sekarang).?

Wilayah pelayanan dari KUA Delanggu ini meliputi 16 desa, yaitu
desa Dukuh, Jetis, Butuhan, Banaran, Bowan, Sribit, Mendak, Krecek,
Karang, Sabrang, Tlobong, Gataak, Delanggu, Kepanjen, Segaran, dan
Sidomulyo.?

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu
a. Sebagai Kepala Kantor :

1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten
di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamtan.

2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam
bidang keagamaan.

3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
Kecamatan.

4) Melaksanakan tugas koordinasi penilik, penyuluh, dan koordinasi
kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan tugas
KUA Kecamatan.

5) Ketua Satgas Pembina Gerakan Keluarga Sakinah.*

b. Sebagai Pegawai Pencatat Nikah

1) Menerima pemberitahuan kehendak nikah.

2 1bid.
® 1bid.

* 1bid.
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2) Mendaftar, menerima, dan meneliti kehendak nikah terhadap calon
pengantin dan wali serta mengumumkannya.
3) Mengawasi dan mencatat peristiwa nikah di kantor maupun di luar
kantor.
4) Mengatur jadwal pelayanan pernikahan dan pelayanan bedolan.
5) Menandatangani akta nikah beserta kutipannya.®
c. Sebagai Operator SIMKAH
1) Mengoperasikan aplikasi SIMKAH.
2) Menginput data pendaftaran nikah.
3) Menginput formulir pemeriksaan peristiwa pernikahan.
4) Mencetak formulir pemeriksaan peristiwa pernikahan.
5) Mencetak formulir pengumuman kehendak nikah
6) Menginput pengumuman kehendak nikah.
7) Menginput data register pernikahan.
8) Mencetak register pernikahan.
9) Mencetak akta nikah.
10) Menginput data pernikahan ke dalam SIMKAH.®
d. Sebagai Pegawai Pengadministrasian
1) Menerima dan mengarsip surat-surat masuk.
2) Bertanggungjawab dalam membuat dan menyampaikan surat-surat.

3) Membuat dan menyimpan buku tamu.

® lbid.

¢ Ibid.



4) Penyelenggarakan administrasi kepegawaian
5) Menyimpan dan mengamankan dokumen kantor.
6) Mengisi buku pendaftaran cerai talak/gugat dan rujuk.
7) Melakukan pelayanan legalisasi dokumen.
8) Melakukan pelayanan duplikat akta nikah.’
. Sebagai Penyuluh KUA Kecamatan
1) Melakukan pendataan dan analisis potensi wilayah.
2) Melakukan analisis sasaran kelompok binaan.
3) Menyusun rencana kerja operasional bulanan.
4) Membuat jadwal penyuluhan.

5) Membuat konsep dan materi kegiatan penyuluhan.®

7 1bid.

8 1bid.
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Gambar 1
Struktur Organisasi KUA Kecamatan Delanggu

Kepala KUA Delanggu

Akhmadi, S.Ag

PPN Dan Operator SIMKAH Pengadministrasi Penyuluh Wiyata Bakti
Poniman Suhari dan Supar Muslikhatun Yusuf Fauzi
Pemberantasan Radikalisme Kesadaran Pengelolaan
Narkoba T Wakaf Zakat
Triwi Hartanto
Muhammad Sholeh Nailul Authory Muhammad
Sholihin

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu

Tugas pokok dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu yaitu

memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang hukum agama Islam

mengenai

pernikahan, wakaf,

pelayanan kemasjid-an,

sosial

keagamaan (infaq, zakat, Majelis Ta’lim, Madrasah Diniyah, Taman

Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dan Pondok Pesantren).®

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016

ayat (1) mengenai fungsi KUA yang berbunyi :

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah

dan rujuk.

® 1bid.
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b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
Kecamatan.

d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.

f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.

g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan

I. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
Selain beberapa hal di atas, KUA Kecamatan juga dapat

melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji

regular. ¥

B. Gambaran Umum Kecamatan Delanggu

1. Letak Dan Kondisi Geografis Kecamatan Delanggu

Kecamatan Delanggu dalam lingkup Kabupaten Klaten merupakan
salah satu dari 26 Kecamatan yang memiliki nilai strategis dan peranan yang
penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kilaten.
Kecamatan Delanggu terletak di jalur lintas Yogya-Solo, dari garis
khatulistiwa Kecamatan Delanggu terletak antara 7°36°54” Lintang Selatan
dan 110°42°02” Bujur Timur. Adapun pembagian wilayahnya ada 16 Desa,

110 RW dan 338 RT yaitu'! :

10 peraturan Menteri Agama 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor

Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Tahun 1252).

1 https://delanggu.klaten.go.id. diakses 12 September 2022.
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a. Desa Bowan I. Desa Mendak

b. Desa Dukuh J. Desa Delanggu
c. Desa Jetis k. Desa Sabrang

d. Desa Butuhan |. Desa Tlobong

e. Desa Banaran m. Desa Gatak

f. Desa Karang n. Desa Kepanjen
g. Desa Sribit 0. Desa Segaran

h. Desa Krecek p. Desa Sidomulyo

Selain itu, wilayah Kecamatan Delanggu berbatasan dengan

beberapa Kabupaten yaitu'? :

a. Sebelah utara : Kecamatan Wonosari

b. Sebelah timur : Kecamatan Wonosari

c. Sebelah selatan : Kecamatan Juwiring, Ceper
d. Sebelah barat : Kecamatan Polanharjo

. Keadaan Demografis Kecamatan Delanggu

Berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik, Kecamatan
Delanggu mempunyai jumlah penduduk sebesar 41.041 jiwa dengan
pembagian jumlah penduduk laki-laki sebesar 20.449 jiwa dan penduduk
perempuan berjumlah 20.592 jiwa.® Dari keseluruhan jumlah penduduk

tersebut, dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

12 1bid.

13 https://klatenkab.bps.go.id. diakses 12 September 2022.
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Tabel 1
Potensi Sumber Daya Manusia Kecamatan Delanggu
Kelompok Umur | Laki-Laki Perempuan Jumlah
0-14 4.313 3.936
15-64 14.314 14.450
65+ 1.822 2.206
41.041

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Klaten

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Kecamatan Delanggu

adalah sebagai berikut!* :

Table 2
Fasilitas Pendidikan Di Kecamatan Delanggu
1. | Sekolah Dasar 30
2. | Sekolah Menengah Pertama 9
3. | Sekolah Menengah Atas 3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten

Sedangkan jumlah tempat ibadah di Kecamatan Delanggu adalah

sebagai berikut®® :

4 1bid.

15 1bid.



48

Tabel 3
Fasilitas Ibadah Di Kecamatan Delanggu

1 Masjid 91
2 Gereja 13
3 Vihara 2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten

C. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA Kecamatan

Delanggu

Pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu sudah
berlangsung sekitar 42 tahun. Proses pencatatan awalnya dilakukan dengan
cara manual ditulis tangan kemudian dikumpulkan dalam lemari sebagai arsip
bagi kantor. Dalam proses pencatatan secara manual, KUA Delanggu beberapa
kali menemui kendala dalam arsip data pengantin seperti usia kertas yang
sudah terlalu lama sehingga membuat tulisan sudah tidak bisa terbaca lagi
bahkan sebagian besar ada yang sudah dimakan rayap atau tikus sehingga
mengalami kerusakan. Selain itu, pada proses pemeriksaan data persyaratan
calon pengantin awalnya dilakukan oleh pegawai staff KUA dimana pada
proses ini masih terbilang longgar memudahkan terjadinya kecurangan data
calon pengantin yang biasa sering terjadi di KUA Delanggu. Hal tersebut
sering terjadi dikarenakan masih menjadi budaya masyarakat di lingkungan

Delanggu dalam mendaftarkan pernikahan dibantu oleh seorang Modin. Modin
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inilah yang biasanya membantu masyarakat untuk menyiapkan berkas

persyaratan pendaftaran nikah calon pengantin.®

Terkadang ada oknum Modin yang bertindak curang memanipulasi data
calon pengantin dengan proses pemeriksaan yang longgar maka tidak heran
jika di KUA Delanggu sering terjadi kecurangan data. Salah satu kecurangan
data yang pernah terjadi yaitu terdapat calon pengantin yang mengaku belum
pernah menikah akan tetapi ternyata yang sebenarnya sudah berstatus sebagai
seorang suami. Sebagian besar alasan masyarakat menggunakan jasa Modin
yaitu dikarenakan persyaratan dan proses pendaftaran nikah yang berbelit-belit.
Namun, tidak sedikit juga para calon pengantin yang memilih mendaftarkan

pernikahannya sendiri.’

Sejak tahun 2011 KUA Kecamatan Delanggu sudah menggunakan
SIMKAH, namun pada awalnya masih menggunakan aplikasi SIMKAH
berbasis windows atau sering disebut dengan SIMKAH Dekstop. Namun,
terdapat beberapa permasalahan dalam SIMKAH Desktop salah satunya
SIMKAH Desktop tidak dapat digunakan pada komputer dengan basis
pemograman inux,apple. Barulah pada tahun 2016 KUA Kecamatan Delanggu

menggunakan aplikasi SIMKAH nerbasis website dengan teknologi internet.8

16 Poniman, Operator SIMKAH, Wawancara Pribadi, 09 Agustus 2022, Jam 10.00 WIB.
7 Ibid.

18 1bid.
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Aplikasi SIMKAH website merupakan aplikasi SIMKAH yang hanya
dapat dioperasikan apabila terhubung dengan koneksi internet, sedangkan
aplikasi SIMKAH desktop dapat digunakan secara online maupun offline.
SIMKAH desktop biasanya akan menjadi backup data dalam aplikasi
SIMKAH dimana data calon pengantin akan tersimpan di dalam sistem
tersebut, kemudian data tersebut dikirim secara online akan tersimpan otomatis
ke server pusat Dirjen Bimas Islam Kemenag hal ini bertujuan untuk menjaga

keamanan data calon pengantin.®

Operator SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu menjelaskan bahwa
penerapan SIMKAH KUA Kecamatan Delanggu telah mengikuti mekanisme
yang terdapat di dalam buku panduan SIMKAH yang diberikan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia. Seluruh proses pencatatan peristiwa
nikah dilakukan melalui komputer dan diinput dalam model NB (pemeriksaan
nikah), N (akta nikah), dan NA (buku kutipan akta nikah) yang kemudian dapat

dicetak.?

Dalam proses pemeriksaan nikah sebelum adanya aplikasi ini hanya
dilakukan secara offline saja. Dimana dalam prosesnya pelaksanaannya sangat
longgar dan memungkinkan adanya celah untuk terjadi kecurangan. Namun,

setelah adanya aplikasi SIMKAH proses pemeriksaan nikah terjadi

19 1bid.

20 1bid.
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penambahan proses dimana selain dilakukan secara offline juga dilakukan

secara online menggunakan aplikasi SIMKAH %

Setelah adanya pemeriksaan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH,
sejauh ini sudah tidak lagi ditemukan pelanggaran hukum yang terjadi di KUA
Kecamatan Delanggu, namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa aplikasi
SIMKAH adalah aplikasi buatan manusia sehingga kemungkinan adanya celah
yang masih bisa ditembus bisa saja terjadi. Dikarenakan hal itulah, semua
elemen harus ikut bekerjasama untuk terus melakukan pengawasan dalam hal

pencatatan pernikahan.??

Gambar 2
Alur Pelayanan Nikah

Mengurus surat Memberitahukan
pengantar nikah kehendak nikah ke
CATIN —>
ke RT/RW untuk KUA Kecamatan
dibawa ke <
Q
kelurahan &\b/‘
/ Nikah kurang dari Ya Memohon dispensasi nikah
10 hari keria? - > di Kantor Kecamatan
Mengurus surat /v arikeriar
pengantar nikah (N1, ) ) Mengurus rekomendasi
N2/N6) di kelurahan | NikahdiluarkUA | nikah dari KUA Kecamatan
Kec. Setempat? ke KUA tempat akad nikah
21 |bid.

22 |bid.
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Dari bagan alur pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu
di atas sebenarnya tidak ada perbedaan yang jauh pada proses pelayanan
pernikahan dari sebelum menggunakan SIMKAH maupun setelah
menggunakan SIMKAH. Calon pengantin masih harus tetap mengurus berkas-
berkas persyaratan nikah secara manual. Perbedaan hanya terletak pada
penulisan pada buku nikah dan akta nikah yang menggunakan komputer dan

printer sehingga terlihat lebih rapid an profesional.

Dari tahun 2011 terhitung sudah sebanyak 2.933 pernikahan telah
diinput oleh operator SIMKAH KUA Delanggu. Bapak Poniman sebagai
operator SIMKAH mengatakan dalam melaksanakan aplikasi SIMKAH
terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pencatatan peristiwa
pernikahan yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk membantu proses
pencatatan pernikahan sehingga banyak sekali berkas-berkas pernikahan yang
menumpuk belum terselesaikan, jaringan internet yang terkadang sering eror
atau aplikasi SIMKAH yang terkadang juga sering kali eror. Selain itu, kendala
yang tidak terduga seperti ketika sedang terjadi pemadaman listrik maka
pekerjaan tidak dapat dilakukan serta kendala dari infrastruktur seperti alat
print yang sering kali macet juga mengakibatkan terlambatnya pencetakan

buku nikah, dan kartu nikah.?®

23 Poniman, Operator SIMKAH, Wawancara Pribadi, 09 Agustus 2022, Jam 10.00 WIB
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Gambar 3
Daftar Input Calon Pengantin

Sumber: SIMKAH KUA Kecamatan Delanggu

Bapak Poniman menjelaskan bahwa aplikasi SIMKAH sebenarnya
merupakan aplikasi yang bagus, banyak mendatangkan manfaat dalam proses
pencatatan pernikahan terbukti pencatatan menjadi lebih cepat dan efisien serta
tidak memakan tempat jika akan diarsipkan, dibandingkan sebelum
menggunakan SIMKAH jika ingin mencari data pengantin misalnya maka
harus membuka buku arsip satu persatu. Namun, manfaat itu belum mencapai
optimal dikarenakan hambatan-hambatan yang sudah dijelaskan di atas dan itu
sangat mempengaruhi Kinerja dari operator aplikasi SIMKAH Kkarena

menyebabkan pelayanan tidak terlaksana dengan baik.2*

Menurut Bapak Kepala KUA, perkembangan teknologi yang berjalan
begitu cepat pada saat ini memaksa KUA Delanggu untuk mengikuti

perkembangan teknologi tersebut. Kecanggihan teknologi tersebut

24 1bid.
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dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan terutama dalam hal pencatatan
peristiwa pernikahan, hal tersebut yang kini terlihat di KUA Kecamatan
Delanggu dimana proses pencatatan pernikahannya sudah mulai berkembang
dengan adanya SIMKAH dan akan terus dilakukan perbaikan agar selalu
optimal dalam melaksanakan pelayanan pencatatan nikah. SIMKAH sendiri
menurut Bapak Kepala merupakan suatu solusi yang strategis dari Dirjen
Bimas Islam untuk memperbaiki proses pencatatan pernikahan menuju arah

yang lebih baik.?

Pemikiran tersebut sebenarnya sudah direncanakan semenjak Dirjen
Bimas Islam bergabung dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan
Masyarakat Islam, setelah berpisah pemikiran tersebut semakin kuat untuk
diwujudkan. SIMKAH merupakan aplikasi yang memiliki dua tujuan utama
yang ingin dicapai yaitu penyeragaman data dan sebagai backup data yang

terintegrasi.®

Menurut Bapak Kepala KUA, SIMKAH memiliki banyak sekali
manfaat dikarenakan SIMKAH sendiri memang dirancang agar mudah
digunakan oleh setiap pegawai KUA Kecamatan. Bapak Kepala juga
mengatakan bahwa SIMKAH mendapatkan respon yang cukup baik di

masyarakat yang dimana respon tersebut sangat diperlukan guna menjadi

% Akhmadi, Kepala KUA Delanggu, Wawancara Pribadi, 09 Agustus 2022, Jam 13.00
WIB.
% |bid.
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bahan evaluasi baik bagi KUA yang menjalankan pelayanan administrasi

pernikahan maupun bagi perbaikan aplikasi SIMKAH itu sendiri.?’
Manfaat dari aplikasi SIMKAH dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penyajian data pencatatan yang cepat serta mempermudah dalam
pengawasan data tersebut.

b) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pernikahan secara
cepat, mudah dan akurat.

c) Mengintegrasikan data dari KUA Kecamatan ke kantor pusat

d) Memperbaiki sistem informasi manajemen pernikahan yang dicatat di KUA

menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dicari.

Selain itu, Bapak Kepala KUA juga menambahkan bahwa SIMKAH
memiliki sejumlah kemampuan yang mendukung pencatatan pernikahan agar

lebih efisien yaitu :

a) SIMKAH dapat mengecek identitas calon pengantin untuk mencegah dari
berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan.

b) Data calon pengantin dapat diinput secara sederhana sehingga dapat
menghemat waktu.

c) SIMKAH dapat mengirimkan data calon pengantin dengan cepat dan mudah

dengan bantuan teknologi internet.

27 1bid.
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d) Pegawai KUA dapat dengan mudah dan cepat untuk mengedit, menambah
atau menghapus data calon pengantin dengan menggunakan aplikasi

SIMKAH.

Namun, manfaat dan kemampuan dari aplikasi tersebut akan berjalan
secara maksimal apabila SIMKAH didukung oleh beberapa faktor yang

memadai. Faktor-faktor pendukung tersebut diantaranya :

a) Perangkat keras yang terdiri dari komputer, CPU, dan printer. Komputer dan
printer yang digunakan harus dalam keadaan yang baik, sebab jika tidak
maka akan menghambat pekerjaan operator SIMKAH. Dalam wawancara
bersama bapak kepala KUA diketahui bahwa KUA Kecamatan Delanggu
menggunakan dua buah komputer dalam proses administrasi pernikahan,
dimana satu komputer digunakan untuk SIMKAH desktop sedangkan satu
komputer digunakan untuk SIMKAH website. Selanjutnya, CPU digunakan
untuk menerima perintah pada komputer yang kemudian perintah tersebut
akan dicetak dalam bentuk buku nikah dan akta nikah menggunakan printer.

b) Perangkat lunak yang terdiri dari google chrome dan jaringan internet.
Google chrome digunakan untuk membuka situs web dari SIMKAH
Kemenag. Namun, sebenarnya dapat dilakukan melalui browser apapun,
hanya saja di KUA Delanggu menggunakan browser tersebut dikarenakan
browser tersebut sudah umum digunakan. Jaringan internet sangat
mempengaruhi pengoperasian dari SIMKAH karena jika jaringan internet

tidak stabil maka SIMKAH tidak dapat digunakan secara maksimal.
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c) Operator. Hal terakhir yang menjadi faktor maksimalnya Kinerja dari
aplikasi SIMKAH adalah operator SIMKAH sendiri. Bapak kepala KUA
mengatakan bahwa di KUA Delanggu hanya ada satu operator SIMKAH.
Operator tersebut sebelumnya sudah mengikuti pelatihan khusus atau

BIMTEK untuk dapat menjalankan aplikasi tersebut.?®

Aplikasi SIMKAH mempunyai tujuan dalam penggunaannya baik
bagi masyarakat, bagi pelayanan administrasi pencatatan nikah dan bagi KUA
itu sendiri. Penggunaan SIMKAH di KUA Delanggu sendiri sebagai bentuk
dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berguna untuk meningkatkan
kinerja pegawai KUA Delanggu khususnya dalam hal teknologi. Kemudian
bagi pelayanan administrasi pencatatan nikah, maka sudah sangat tepat bahwa
aplikasi SIMKAH mampu mengoptimalkan sistem administrasi pencatatan

pernikahan menjadi lebih efisien.?®

Fungsi dan tujuan yang akan dicapai melalui diterapkannya aplikasi
ini adalah membangun sistem pelayanan administrasi pada bidang pencatatan
pernikahan di KUA, mengoptimalkan database melalui teknologi yang cepat
dan efektif, serta membangun jaringan yang terintegrasi antar KUA Kecamatan
dengan kantor pusat. Oleh karena itu aplikasi SIMKAH dilengkapi oleh
berbagai fitur guna mendukung pencapaian fungsi dan tujuan tersebut yaitu

data master yang berisi tempat KUA, petugas dan password ID.

28 1bid.

29 1bid.
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Kemudian selain itu terdapat rekap yang terdiri dari data jumlah
bilangan peristiwa pernikahan, grafik yang berisikan gambar mengenai grafik
peristiwa pernikahan, detail yang berupa identitas calon pengantin, serta fitur
entry data yang berfungsi untuk pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan

atau juga dapat berfungsi untuk pengisian akta cerai.*

Aplikasi SIMKAH mempunyai tampilan yang cukup menarik namun
sederhana, sehingga aplikasi ini dapat dengan mudah dipelajari oleh
penggunanya. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk keberhasilan pemakaian
program SIMKAMH itu sendiri. Semakin mudah program tersebut dipelajari,
maka besar kemungkinan berhasilnya penerapan dari program tersebut.
Kemudian sistem penginputan dalam aplikasi ini juga dapat dengan mudah
dimengerti oleh operator dikarenakan aplikasi ini mempunyai menu yang
sederhana sehingga tidak membutuhkan waktu yang berbelit-belit dalam

penginputan data. 3!

Proses input data adalah proses dimana operator SIMKAH
memasukkan data calon pengantin. Dalam proses ini sering kali operator
mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat pekerjaan sehingga
memakan waktu yang lebih lama. Kendala-kendala tersebut contohnya tidak
lengkapnya data atau berkas persyaratan dari calon pengantin yang

mendaftarkan pernikahannya.3?

%0 Poniman, Operator SIMKAH, Wawancara Pribadi....
31 Ibid.
32 |bid.
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Bapak Kepala menjelaskan bahwa SIMKAH juga merupakan aplikasi
yang dapat mencegah terjadinya pemalsuan data pengantin. Dimana sebelum
adanya aplikasi tersebut, praktik pemalsuan data sering sekali terjadi
dikarenakan pencatatan yang begitu longgar. Hal tersebut disebabkan karena
SIMKAH telah terintegrasi dengan data pada Kantor Dukcapil, sehingga

pemalsuan data kemungkinan sulit untuk dilakukan.*?

Di KUA Kecamatan Delanggu, praktik administrasi kependudukan
sudah terfasilitasi dengan adanya aplikasi SIMKAH. Namun demikian, masih
terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh operator SIMKAH seperti

salah penulisan data diri pengantin pada buku nikah atau akta nikah.

Kesalahan tersebut terjadi dikarenakan operator SIMKAH kurang
teliti dan cermat saat memasukkan data diri pengatin. Akan tetapi, terkadang
kesalahan juga disebabkan oleh data pendukung dari calon pengantin seperti
KTP, KK, dan ljazah yang sudah terdapat kesalahan dalam penulisan data

diri.3

Penggunaan aplikasi SIMKAH diharapkan dapat membawa manfaat
bagi masyarakat khususnya calon pengantin. Peralihan sistem administrasi
pencatatan pernikahan dari semula dilakukan secara manual menjadi berbasis
teknologi informasi membuat sedikit perubahan dimana calon pengantin harus

mendaftar secara online terlebih dahulu sebelum menyerahkan berkas syarat

33 Akhmadi, Kepala KUA Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi...

3 bid.
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pendaftaran nikah ke kantor KUA, Dimana calon pengantin harus membuat

akun untuk login ke website SIMKAH.3®

Hal tersebut mendapat banyak respon bermacam-macam yang
dikeluarkan oleh calon pengantin mengenai penerapan SIMKAH, ada yang
berpendapat bahwa dengan adanya SIMKAH proses pelayanan menjadi lebih
cepat, namun ada juga yang mengeluhkan penggunaan SIMKAH dikarenakan
sebagian calon pengantin belum mengerti bagaimana login dan cara mendaftar

pernikahan melalui aplikasi SIMKAH.

Saudari Putri Hasanah selaku salah satu calon pengantin mengatakan
bahwa SIMKAH merupakan aplikasi yang mempunyai banyak kemudahan.
Dengan kemudahan tersebut kedua calon pengantin dapat mengetahui
kebenaran data dari kedua pasangan sehingga tidak ada lagi data yang

disembunyikan sebelum melaksanakan akad nikah.3®

Kemudian saudari Putri menambahkan bahwa walaupun sebenarnya
aplikasi SIMKAH adalah aplikasi yang bagus, namun aplikasi ini dirasa perlu
dilakukan perbaikan dikarenakan website SIMKAH sering tidak bekerja

dengan baik ketika hendak melakukan pendataran pernikahan sehingga harus

% Ibid.

% putri Hasanah, calon pengantin, Wawancara Pribadi, 08 November2022, jam 10.00
WIB
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mengulangi proses pendaftaran online berulang kali yang dirasa akan menyita

lebih banyak waktu.®’

Selain itu, Putri menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi dari KUA
Kecamatan Delanggu membuatnya sulit untuk mendapatkan informasi
mengenai proses pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH. Hal ini
menurutnya perlu untuk diperbaiki agar masyarakat terutama calon pengantin

dapat memehami proses pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH.®

Kemudian Putri menjelaskan bahwa tidak semua pegawai KUA
Kecamatan Delanggu mengerti akan pendaftaran SIMKAH melalui aplikasi
SIMKAH, kebanyakan penjelasan mengenai proses mendaftar nikah melalui

SIMKAH diberikan oleh operator SIMKAH.*®

Berbeda dengan saudari Putri yang sedikit mengerti mengenai proses
pendaftran pernikahan melalui aplikasi SIMKAH, saudari Wulan menjelaskan
bahwa dirinya lebih memilih menyerahkan urusan pendaftran nikah kepada
seorang mudin di desanya dikarenakan merasa kebingungan dengan proses

pendaftaran nikah.*°

37 1bid.
% bid.
% Ibid.

40 Waulan Sinta Rahmawati, calon pengantin, Wawancara Pribadi, 08 November 2022,
jam 14.00 WIB
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Saudari Wulan menjelaskan bahwa alasan dia lenih memilih
menyerahkan pendaftaran nikah kepada mudin karena lebih cepat sebab dia
tidak perlu bolak-balik ke kantor KUA, dia hanya perlu menyiapkan
persyaratan nikah seperti fc KTP, KK, ljazah dan yang lainnya, kemudian

memberikannya ke mudin untuk diurus pendatran pernikahannya.*!

Saudari Wulan menambahkan bahwa sejauh ini dia hanya mendengar
informasi mengenai SIMKAH dari mudin di desanya, namum informasi
tersebut hanya sebatas bahwa adanya perubahan pendaftaran pernikahan yaitu
melalui online. Hal tersebut membuat Putri kekurangan informasi mengenai

bagaimana cara mendaftar pernikahan melalui SIMKAH.*

Dibalik kemudahan yang diberikan oleh aplikasi SIMKAH sebagai
sistem administrasi dalam pencatatan pernikahan, namun pelaksanaan aplikasi
SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu sebagai administrasi pencatatan
pernikahan ternyata membuat sebagian masyarakat di Kecamatan Delanggu
tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka dikarenakan mereka belum
memenuhi batas minimal usia untuk menikah. Hal tersebut membuat
masyarakat lebih memilih menikah sirri terlebih dahulu sampai usia mereka

mencukupi untuk diperbolehkan menikah.

Dalam melaksanakan pernikahan sirri tersebut, masyarakat meminta

bantuan oleh seorang Mudin untuk menikahkan mereka secara sirri terlebih

1 1bid.

“2 1bid.
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dahulu. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai alasan salah satunya adalah
karena mereka khawatir apabila anak-anak mereka terjerumusu ke dalam

hubungan perzinahan.

Bapak Imam selaku Mudin menjelaskan bahwa masyarakat yang
menikah sirri terlebih dahulu kebanyakan karena dorongan orangtua mereka,
dimana orang tua mereka khawatir jika anak-anak mereka menjalin hubungan
dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan akan terjerumus kedalam

perbuatan zina.*®

Bapak Imam menambahkan bahwa faktor lingkungan juga
mempengaruhi pemikiran masyarakat. Dimana masyarakat disini menganggap
bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan sudah biasa terjadi di
masyarakat sehingga mereka memutuskan untuk menikah sirri terlebih dahulu.
Mereka juga berfikir bahwa nikah sirri yang dilakukan hanylah sementara,

pada akhirnya pernikahan tersebut juga akan dicatatkan di kantor KUA.*4

Kemudian, beliau menjelaskan bahwa masyarakat lebih memilih jalan
menikah sirri terlebih dahulu karena masyarakat berfikir apabila menempuh

dispensasi akan memakan waktu yang cukup lama dan belum tentu dikabulkan

4 Imam, Mudin di Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, 15 Agustus 2022, jam
10.00-11.00

4 1bid.
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oleh pengadilan, karena itulah mereka menikah sirri terlebih dahulu samapi

usia mereka mencukupi untuk menikah di KUA.%®

Bapak Sumarno selaku Mudin lainnya juga menambahkan bahwa
kurangnya pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan oleh menikah secara
sirri karena minimnya sosialisasi dampak nikah sirri kepada masyarkat mebuat
masyarakat masih berfikir bahwa nikah sirri adalah jalan atau solusi yang dapat
diambil ketika usia anak-anak mereka belum mencukupi sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. ¢

Sedangkan, Bapak Sutiyo yang juga seorang Mudin di Kecamatan
Delanggu menerangkan bahwa masyarakat juga masih belum paham mengenai
bagaimana cara mengajukan proses dispensasi ke Pengadilan. Selain itu, proses
dispensasi yang memakan waktu serta biaya membuat masyarakat lebih
memilih melakukan pernikahan sirri karena mereka berfikir pernikahan sirri
tersebut tnantinya juga akan diresmikan di kantor KUA sehingga membuat
masyarakat lebih memilih menikahkan sirri daripada mengajukan dispensasi

nikah ke Pengadilan.*’

Sejalan dengan penjelasan dari ketiga Mudin yang lain, Bapak Jaka

juga menjelaskan bahwa pengawasan yang kurang dari pihak KUA Kecamatan

5 1bid.

46 Sumarno, Mudin di Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, 21 Agustus 2022, jam
15.00 WIB.

47 Sutiyo, Mudin di Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, 21 Agustus 2022, jam
17.00 WIB.
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Delanggu mengenai pernikahan sirri dikalangan masyarakat membuat
fenomena tersebut menjadi hal biasa dan justru dapat dikatakan telah menjadi
kebiasaan di masyarakat tersebut. Pihak KUA kurang memberikan edukasi dan
sosialisasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dimana itu
seharusnya menjadi tugas dari KUA untuk mencegah masyarakat menikah
sirri, akan tetapi hal tersebut belum dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan

Delanggu.“®

48 Jaka, Mudin di Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, 09 September 2022, jam
16.30 WIB.



BAB IV
ANALISIS IMPLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH
TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN DI KAU KECAMATAN

DELANGGU

A. Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA
Kecamatan Delanggu
1. Kualitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Di KUA Kecamatan
Delanggu

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu telah berdiri
sejak tahun 1980 yang sekarang terletak di Komplek masjid at-Ta’awun
(Yayasan Amal Muslim Pancasila). Sudah 42 tahun KUA Kecamatan
Delanggu menyediakan pelayanan dalam bidang pernikahan, rujuk, dan
wakaf. Selama 42 tahun berjalan bukan hal yang mudah bagi KUA
Kecamatan Delanggu, banyak gejolak dan masalah yang sering terjadi
selama proses pelayanan di KUA Kecamatan Delanggu.

Seperti halnya dengan KUA Kecamatan pada umumnya, KUA
Kecamatan Delanggu mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat mengenai hukum agama Islam terutama dalam bidang
pernikahan. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 3 PMA Nomor 34 tahun
2016 ayat (1) mengenai fungsi KUA dimana salah satu fungi KUA
Kecamatan yaitu melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan

pelaporan nikah dan rujuk.
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Berdasarkan fungsi KUA Kecamatan di atas menunjukkan bahwa
KUA Kecamatan sebagai tempat untuk memberikan pelayanan pencatatan
pernikahan. Pencatatan pernikahan harus dilakukan untuk menjadi tertib
administrasi sekaligus melindungi hak-hak pengantin terutama istri dan
anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana di pasal
tersebut dijelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam pencatatan
pernikahan yaitu ingin mewujudkan ketentraman dalam hal administrasi
pernikahan di masyarakat, hal tersebut dikarenakan pernikahan yang tidak
dicatatkan dipandang akan membawa madharat bagi para pasangan
pengantin. Dalah kaidah figih, pencatatan pernikahan juga sejalan dengan
kaidah :

Artinya : menolak keburukan didahulukan atas mendatangkan kebaikan.

Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pencatatan
pernikahan adalah demi menjaga hak-hak dari pasangan suami istri,
dikarenakan pernikahan yang tidak dicatatkan akan berdampak kepada
kehidupan kedepan dari calon pengantin, dimana jika terlahir seorang anak
dari pernikahan yang tidak dicatatkan maka anak tersebut akan diakui sebagai
anak luar kawin dimana nantinya anak tersebut akan kesulitas apabila akan

membuat dokumen-dokumen negara seperti akta kelahiran.
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Pada awalnya, pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan
Delanggu dilakukan secara manual. Pencatatan dilakukan dengan cara
ditulis dan diarsip menggunakan buku. Akan tetapi, setelah diberlakukannya
Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.11/369
Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) pada KUA Kecamatan serta PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan yang menjelaskan bahwa administrasi pencatatan
pernikahan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Nikah atau SIMKAH maka KUA Kecamatan Delanggu mulai
beralih menggunakan aplikasi tersebut dalam proses administrasi
pencatatan pernikahan.

Diketahui bahwa SIMKAH dapat menjadi solusi bagi
perkembangan pencatatan pernikahan agar semakin kedepannya, dimana
pada saat ini kecemderungan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang
serba cepat menuntut pihak KUA Kecamatan Delanggu tidak mempunyai
pilihan selain mengikuti perkembangan teknologi guna membuat pelayanan
di KUA Kecamatan Delanggu menjadi lebih efisien dan cepat.

Aplikasi SIMKAH mempunyai manfaat yang akan mendukung
tercapainya tujuan dari pernikahan di atas. Sebagian dari manffat aplikasi
SIMKAH adalah sebagai berikut:

a. Menambah, mengedit, dan menghapus data dengan mudah
b. Mengirim data secara online, namun dapat dilakukan secara offline

dengan menggunakan disket, CD, atau flashdisk.
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c. Menginput data yang sederhana namun fleksible.
d. Program dapat mengecek Nomor Porporasii dan Nomor Seri Ganda
sehingga dapat mengurangi kesalahan dan pemalsuan.

Dalam upaya mencapai manfaat dari aplikasi SIMKAH secara
maksimal, maka KUA Kecamatan Delanggu dalam menerapkan aplikasi
SIMKAH didukung oleh beberapa fasilitas pendukung seperti:

a. Komputer
Berdaarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala KUA didapati
hasil bahwa di KUA Kecamatan Delanggu menggunakan dua buah
komputer dimana satu buah komputer digunakan untuk SIMKAH
desktop dan satu buah yang lain untuk SIMKAH website. Dua buah
komputer tersebut sudah cukup memadai walaupun yang digunakan
bukan komputer model baru, namun kinerja komputer sudah cukup
mendukung pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi SIMKAH.
b. Alat printer
Dalam mendukung tercapainya manfaat yang maksimal dari
aplikasi SIMKAH, KUA Kecamatan Delanggu menyediakan dua alat
printer, dimana satu buah alat printer dilengkapi dengan fasilitas scan
foto.
c. Jaringan internet
Hasil wawancara dengan Bapak Kepala KUA diketahui bahwa di
KUA Kecamatan Delanggu sudah didukung oleh WIFI yang kecepatan

sudah cukup untuk mendukung kinerja dari aplikasi SIMKAH, sehingga
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apabila aplikasi SIMKAH berjalan normal maka waktu penginputan data
dapat berjalan cepat dan maksimal yang berarti proses pencetakan buku
dan akta nikah juga akan berjalan sesuai harapan yaitu tujuh hari setelah
proses akad nikah berlangsung.
d. Sumber daya pelaksana

Dari hasil wawancara diketahui bahwa di KUA Kecamatan
delanggu mempunyai satu operator SIMKAH. Untuk mencapai
keberhasilan dari manfaat yang diharapkan maka operator SIMKAH di
Kecamatan Delanggu telah mengikuti pelatinan BIMTEK terlebih

dahulu.

2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan SIMKAH

Pada dasarnya sebuah kebijakan dibuat untuk memberikan manfaat
serta kemudahan bagi pengguna kebijakan tersebut, begitu juga dengan
kebijakan penggunaan aplikasi SIMKAH pada sistem administrasi
pencatatan pernikahan. Dari data wawancara di lapangan diketahui bahwa
SIMKAH merupakan aplikasi yang dapat memudahkan dalam menginput
dan memeriksa data calon pengantin.

Kemudahan yang hendak dicapai seharusnya dirasakan oleh kedua
belah pihak yaitu pihak KUA sebagai pelaksanan pencatatan pernikahan
juga pihak dari masyarakat dalam hal ini adalah calon pengantin. Namun
berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon pengantin diketahui
bahwa beberapa calon pengantin masih kesulitan untuk melakukan

pendaftran nikah di aplikasi SIMKAH. Hal ini dikarenakan kurangnya
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informasi dan sosialisasi dari pihak KUA mengenai prosedur pendaftaran
nikah melalui aplikasi SIMKAH. Dikatehui juga bahwa hanya beberapa
pegawai KUA saja yang mengetahui mengenai aplikasi SIMKAH sehingga
calon pengantin kesulitan mendapat akses informasi, hal ini membuat
beberapa calon pengantin memilih untuk menyerahkan pendatran
pernikahan mereka kepada seorang Mudin.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program
aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu mengalami beberapa
kendala yang dapat menghambat kerja pelayanan pencatatan pernikahan.
Kendala-kendala yang dihadapi memang hanya kendala yang terlihat kecil
namun dapat mempengaruhi kinerja pelayanan di KUA Kecamatan
Delanggu. Kendala tersebut misalnya:

a. alat printer sering macet. Meskipun di KUA Kecamatan Delanggu
difasilitasi dengan dua buah alat print, namun alat print yang digunakan
untuk keperluan pencetakan buku dan akta nikah sering macet dan tidak
dapat digunakan dikarenakan alat print tersebut sudah berusia cukup
lama dan KUA Delanggu belum mempunyai biaya untuk membeli alat
print yang baru.

b. Sumber daya manusia untuk membantu proses pencattan pernikahan.
Diketahui bahwa operator SIMKAH hanya bekerja seorang diri, Dari
hasil wawancara dengan operator SIMKAH di KUA Kecamatan
Delanggu diketahui bahwa sebelum menggunakan aplikasi SIMKAH

terdapat tiga orang yang membantu proses pencatatan pernikahan, namun
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sekarang hanya satu orang. Meskipun operator SIMKAH sudah
mengikuti BIMTEK, namun jumlah data calon pengantin yang harus
segera diinput sangat banyak maka dari itu tidak dapat dipungkiri jika
operator SIMKAH merasa perlu adanya sumber daya manusia tambahan
yang membantu dalam pencatatn pernikahan agar pekerjaan lebih cepat
selesai dan buku serta akta nikah dapat diberikan sesuai dengan ketentuan
waktu yaitu 7 hari setelah proses akad nikah dilangsungkan.

c. Jaringan internet. Meskipun dari hasil wawancara diketahui bahwa di
KUA Kecamatan Delanggu telah didukung oleh WIFI, namun ketika
internet sedang tidak stabil sedangkan banyak data calon pengantin yang
harus diinput, maka hal tersebut sangat menghambat pekerjaan dari

operator SIMKAH.

3. Keamanan Data Calon Pengantin

Penerapan SIMKAH sejak tahun 2011 dan sudah sebanyak 2.933 data
pencatatan pernikahan diinput oleh SIMKAH KUA Kecamatan Delanggu
tentu saja dampak langsung perubahan setelah menggunakan SIMKAH
dapat dirasakan di KUA Kecamatan Delanggu dimana salah satu manfaat
dari SIMKAH yaitu Program dapat mengecek Nomor Porporasii dan Nomor
Seri Ganda sehingga dapat mengurangi kesalahan dan pemalsuan.

Aplikasi SIMKAH dapat membantu dalam upaya pencegahan
pemalsuan data dikarenakan aplikasi ini telah terintegrasi dengan data
kependudukan dari Dinas Dukcapil setempat sehingga data identitas

kependudukan dapat diakses dan diekspor melalui aplikasi ini. Hal ini tentu
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sangat berbeda dengan proses pencatatan pernikahan ketika masih
menggunakan sistem manual, dimana sistem ini sangat memungkinkan
terjadinya pemalsuan data calon pengantin.

Hal tersebut juga dirasakan oleh calon pengantin, dimana dari hasil
wawancara diketahui kedua calon pengantin dapat melihat kebenaran data
masing-masing, sehingga tidak ada lagi data dari calon pengantin yang
ditutup-tutupi sebelum akad berlangsung.

Pada saat proses input data, data dari calon pengantin akan tervalidasi
dengan data dari Dinas Dukcapil setempat, ini merupakan keunggulan dari
aplikasi SIMKAH karena diharapkan mampu untuk menjaga keamanan data
calon pengantin. Namun walaupun demikian, aplikasi SIMKAH adalah
aplikasi buatan dari manusia, celah masih dapat terjadi pemalsuan data
mungkin masih dapat terjadi namun setidaknya dapat terminimalisir.

Berdasarkan dari analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
praktik pelaksanaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu sudah
berjalan cukup baik. Kebijakan penerapan aplikasi ini diharapkan dapat
membantu mencapai tujuan dari adaya pencatatan pernikahan serta dapat
memudahkan baik bagi pegawai KUA maupun calon pengantin. Namun, hal
tersebut belum dapat berjalan dengan baik, dikarenakan sebagian
masyarakat masih belum paham mengenai penggunaan aplikasi saat
mendaftar pernikahan.

Penggunaan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu telah

didukung oleh beberapa fasilitas guna mencapai keberhasilan dan
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kebermanfaatan dari aplikasi tersebut. Namun, fasilitas pendukung masih
banyak mengalami kendala, hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi
SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu sudah dapat dijalankan namun
masih diperlukan perbaikan pada fasilat pendukungnya agar aplikasi
SIMKAH dapat beroperasi secara maksimal guna membantu proses
administrasi pencatatan pernikahan karena pada dasarnya aplikasi SIMKAH
ini diadakan sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan yang cepat
dan tepat dalam proses administrasi pencatatan pernikahan.

Proses pelayanan pencatatan di KUA Delanggu sudah mulai
berkembang jauh lebih baik semenjak SIMKAH digunakan, hal ini juga
didukung oleh respon dari sebagian besar masyarakat yang cukup baik
mengenai penggunaan aplikasi SIMKAH dalam proees pencatatan
pernikahan. SIMKAH merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat baik
bagi pegawai KUA maupun bagi masyarakat, tetapi manfaat SIMKAH akan
semakin dapat dirasakan apabila faktor pendukung aplikasi SIMKAH juga

bekerja secara maksimal.

B. Implikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Terhadap Pencatatan
Pernikahan
Penerapan aplikasi SIMKAH pada setiap KUA Kecamatan, pada
dasarnya berperan untuk meminimalisir pelanggaran hukum, baik itu yang
dilakukan oleh calon pengantin misalnya pemberitahuan kehendak nikah
kurang dari 10 hari tanpa dispensasi dari camat, pemalsuan usia calon

pengantin yang belum sesuai dengan Undang-Undang, poligami tanpa izin dari
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pengadilan, dan sebagainya, maupun yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat
Nikah/Penghulu misalnya tetap menikahkan calon pengantin meskipun
berkasnya tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

Salah satu pelanggaran hukum yang ingin dicegah melalui penerapan
aplikasi ini adalah pelanggaran hukum mengenai usia calon pengantin. Dalam
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa
pernikahan yang boleh dilakukan apabila kedua calon pengantin sudah berusia
19 tahun. Hal itu berarti bahwa usia minimal bagi seseorang untuk dapat
menikah dan mencatatkan pernikahan mereka menurut peraturan Undang-
Undang adalah 19 tahun

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut SIMKAH dilengkapi dengan
kemampuan untuk mengecek identitas dari calon pengantin, hal ini
dikarenakan SIMKAH dapat menciptakan data base nasional yang akan
terhubung dengan sistem milik Mahkamah Agung (SIPP) dan sistem milik
Departemen Dalam Negeri yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Dampak dari adanya perubahan tersebut yaitu data calon pengantin harus
sesuai dengan data pada Nomor Induk Kependudukan dari Kartu Tanda
Penduduk yang tercatat di Dinas Dukcapil setempat.

Integrasi tersebut bertujuan supaya adanya sinkronisasi pada aplikasi
tersebut. data yang terintegrasi berupa data untuk mendata perubahan status
pernikahan ke perceraian serta data untuk keperluan isbat nikah. Integrase data
juga dinilai dapat memudahkan bagi PPN untuk memeriksa data identitas dari

calon pengantin maupun data identitas dari wali calon pengantin.
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Terintegrasinya apliaksi SIMKAH dengan Dinas Dukcapil ternyata
membuat sebagian masyarakat di Kecamatan Delanggu tidak dapat
mencatatkan pernikahan mereka, dikarenakan mereka belum mencukupi secara
umur untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 20109.
Namun, hal tersebut justru menimbulkan persoalan dimana masyarakat justru
memilih jalan dengan menikah secara sirri terlebih dahulu dengan berbagai
alasan.

Dari analisis di atas, dapat disimpulan bahwa implikasi penerapan
aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu adalah dengan adanya
aplikasi SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan pernikahan membuat
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai batasan usia minimal
pernikahan menjadi lebih konkrit, sehingga peluang pemalsuan identitas calon
pengantin berupa pemalsuan usia dari calon pengantin dapat terminimalisir
dengan lebih baik.

Namun, penggunaan aplikasi SIMKAH sebagai sistem administrasi
pencatatan nikah berimplikasi terhadap masyarakat, dimana sebagian
masyarakat yang tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka memilih untuk
menempuh jalan dengan menikah sirri terlebih dahulu sampai usia mereka
memenuhi batasan usia minimal pernikahan sesuai dengan Undang-Undang
yang berlaku dikarenakan para orang khawatir apabila anaknya terjerumus ke

dalam hubungan perzinaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah
dijelaskan oleh penulis di atas, maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Delanggu sudah cukup baik dan sudah mengikuti buku panduan SIMKAH
dari Kemenag RI, namun demikian belum berjalan secara maksimal
dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pencatatan
pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu. Hambatan tersebut dapat berupa
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi
penghambat maksimalnya kinerja aplikasi SIMKAH seperti kurangnya
sumber daya manusia untuk membantu pencatatan pernikahan, alat print
yang sering rusak atau eror, serta jaringan internet yang kadang eror.
Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat kinerja dari
SIMKAH vyaitu apabila aplikasi SIMKAH sedang eror dari pusatnya dan
apabila sedang terjadi pemadaman listrik di wilayah tersebut.

2. Implikasi penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu
adalah dengan adanya aplikasi SIMKAH sebagai sistem administrasi
pencatatan pernikahan membuat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor
16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

mengenai batasan usia minimal pernikahan menjadi lebih konkrit, sehingga
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peluang pemalsuan identitas calon pengantin berupa pemalsuan usia dari

calon pengantin dapat terminimalisir dengan lebih baik.

B. Saran
Adapun saran bagi permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Delanggu akan lebih baik lagi apabila
memberikan pengawasan terhadap pernikahan tidak dicatatkan di tengah-
tengah masyarakat di Kecamatan Delanggu. Memperbaiki fasilitas
pendukung pelaksanaan SIMKAH seperti printer yang sering rusak agar
pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH dapat berjalan secara
maksimal sesuai dengan tujuan dari aplikasi tersebut.

2. Bagi Modin di wilayah Kecamatan Delanggu akan lebih baik jika
memberikan pemahaman dan edukasi secara rutin kepada mayarakat
mengenai dampak dari pernikahan tidak dicatatkan serta memberikan
pengetahuan mengenai bagaimana cara mengajukan dispensasi pernikahan
di Pengadilan agar masyarakat tidak lagi memilih jalan pernikahan sirri jika
ingin menikahkan anak-anak mereka yang masih belum mencukupi batas

usia pernikahan menurut Undang-Undang.



79

DAFTAR PUSTAKA
Buku:

Djubaedah Neng, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat,
Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Handani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta, Pustaka
Ilmu, 2020.

Handani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta, Pustaka 1lmu,
2020,

Jamaluddin dan Amalia Nanda, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe,
UNIMAL PRESS, 2016.

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surakarta, MA’SUM,
2020.

Mubarok Jaih, Kaidah Figih, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Moleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
2018.

Prasetia Indra, Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik, Medan, UMSU
PRESS, 2022.

Rofig Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
2013.

Rosadi Aden, Hukum Dan Administrasi Perkawinan, Bandung, Simbiosa Rekatama
Media, 2021.

Siyoto Sandu dan Sodiq Ali, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta, Literasi Media
Pubishing, 2015.

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta, 2004.

Sutopo Aristo Hadi dan Arif Andrianur, Terampil Mengolah Data Kualitatif, Jakarta,
Kencana Prenada Media Group, 2010.

Yusuf Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta,
Kencana, 2014.

Jurnal:

Andriani Rini, Efektivitas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Di
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, OM FISIP, Vol. 5, Edisi I, Juli-
Desember, 2018

Arini Dwi Zubaidah, Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum
Dalam Perspektif Magésid Asy-Syari’ah, AL-AHWAL, Vol. 14, Nomor 1,
2019.

Gutji Hasuan, Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
Di KUA Se-Kota Manado, I tisham, Vol. 1, Nomor 2, Juli-Desember, 2021

Marsal Arif, Parlyna Ryna, Pencatatan pernikahan : Antara Rukun Nikah Dan
Syarat Administratif, An-Nur, VVol. 4, Nomor 1, 2015.



80

Ratnawati Elfrida dkk, Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan
Hukum (Studi Kasus: Kabupaten Minaha Utara), LEGISLASI INDONESIA,
Vol. 18, Nomor 2, Juni, 2021.

Riyadi Fuad, Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam
Implementasi Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA
Kecamatan Mejobo Kudus, YUDISIA, Vol. 9, Nomor 2, Juli-Desember,
2018.

Sutisna dkk, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam
Meningkatkan Kualitas Layanan, Tadbir:Jurnal Manajemen Dakwah, Vol.
4, No. 2, 2019

Tamam Badrut Ahmad, Nkah Sirri: Solusi Nikah Anak Di Bawah Umur Di Desa
Petung, Panceng, Gresik, Al-Ahwal, Vol. 3, No. 1, 2010.

Usman Rachmadi, Makna Pencatatan pernikahan Dalam Peraturan Perundang —
Undangan Perkawinan Di Indonesia, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol.
14, Nomor 03, 2017.

Zubaidah Dwi Arini, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum
Dalam Perspektif Magdsid Asy-Syari’ah,” AL-AHWAL, Vol. 14, Nomor 1,
2019,

SKripsi:

Ghaffar Abdul Maulana, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Sistem Informasi Manajemen Nikah Di Kantor Urusan Agama Pengabuan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi
Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.

Hidayat Sofi, Urgensi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon”, Skripsi, tidak
diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2021

Ishak Nurfadhilah, “Implikasi Wabah COVID-19 Terhadap Penerapan Sistem Belajar Di
Rumah Pada Siswa SMA Negeri 6 Wajo”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi
Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar, 2021

Jannah Shofiatul dkk, Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Al-Ulum, Vol. 8, No. 2,
2021.

Lestari Ayu Nova, “Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mariso Kota Makasar”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi limu
Administrasi Negara Universitas Muhammdiyah, Makasar, 2020

Lubis Dahliana Anggi, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) Online Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota”,
Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Administrasi Publik Universitas Medan
Area, Medan, 2020



81

Mamiroh, “Pelaksanaan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap,
Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam 1AIN Purwokerto,
2020

Nurhayati, “Inovasi Pelayanan Pencatatan pernikahan Melalui E-Kartu Nikah Di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala”, Skripsi, tidak diterbitan,
Prodi llmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh,
2020.

Supriyadi, “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa
Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”, Skripsi, tidak
diterbitkan, Prodi Ahwal Al-Syahshiyyah, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, 2020.

Victaria Ristin, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah
(SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA)
Di Kota Bengkulu”, Skripsi, tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah
IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2015

Wardiman, “Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan SIMKAH Online Di
Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta”, Skripsi, tidak diterbitkan,
Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020

Yullang, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam
Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang
Kabupaten Pinrang”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen
Dakwah IAIN Parepare, Parepare, 2020.

Peraturan Undang-Undang:

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

Peraturan Menteri Agama 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1252).

Wawancara:

Akhmadi, Kepala KUA Delanggu, Wawancara Pribadi, 10 Agustus 2022, Jam
13.00 WIB.

Hasanah Putri, calon pengantin, Wawancara Pribadi, 08 November 2022, jam
10.00 WIB

Imam, Modin desa S Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, 15 Agustus
2022, jam 10.00-11.00

Jaka, Modin desa D Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, 09 September 2022, jam
16,30 WIB.



82

Poniman, Operator SIMKAH, Wawancara Pribadi, 10 Agustus 2022, Jam 10.00
WIB

Rahmawati Wulan Sinta, calon pengantin, Wawancara Pribadi, 08 November
2022, jam 14.00 WIB

Sumarno, Modin desa J Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, 21 Agustus
2022, jam 15.00 WIB.

Sutiyo, Modin desa K Kecamatan Delanggu, Wawancara Pribadi, 21 Agustus
2022, jam 17.00 WIB.

Website:

https://klatenkab.bps.go.id. diakses 12 September 2022.

https://delanggu.klaten.go.id. diakses 12 September 2022

Al-Asyhar Thobib, “SIMKAH, Cara Baru Pelayanan Asministrasi Nikah DI Era
Digital, dikutip dari http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-
cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-dieradigital diakses 14 Agustus
2022

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Penting, SIMKAH Untuk Akurasi
Data Nikah, https://jateng kemenag.go.id diakses 11 Januari 2022, jam
08.00 WIB.

Widyawan Sigitmanto, “Buku Panduan SIMKAH (Manual Book)” dikutip dari
http://www.simkah.id diakses 14 Agustus 2022.



https://klatenkab.bps.go.id/
https://delanggu.klaten.go.id/
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-dieradigital%20diakses%2014%20Agustus%202022
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-dieradigital%20diakses%2014%20Agustus%202022
http://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-dieradigital%20diakses%2014%20Agustus%202022
https://jateng/
http://www.simkah.id/

83

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkip Wawancara Dengan Pegawai KUA

A.

Informan : Akhmadi

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Delanggu
Waktu - Selasa, 09 Agustus 2022 Pukul 13,00 WIB
Tempat : KUA Kecamatan Delanggu

Hasil Wawancara :

1. Sejarah dari KUA Kecamatan Delanggu?

Jawab : Berdirinya Kantor Urusan Agama diawali dengan adanya
Lembaga Kepenghuluan. Pada masa Kesultanan Mataram, telah diangkat
seseorang Yyang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang
kepenghuluan. Pada masa kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan
merupakan lembaga swasta, dimana lembaga tersebut di bawah
pengawasan Bupati dan penghasilan karyawannya diambil dari biaya
nikah. Pada masa pemerintahan Jepang, Jepang mendirikan Kantor
Shumubu di Jakarta. Kepala Kantor Shumibu untuk wilayah Jawad an
Madura pada waktu itu adalah KH. Hasim Asy’ari.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu sendiri berdiri sekitar tahun
1980-an. Pada awalnya KUA Delanggu bertempat di dekat sub terminal
Delanggu tepatnya di sekitar masjid besar Delanggu. Kemudian pindah ke
Komplek masjid at-Ta’awun (Yayasan Amal Muslim Pancasila) pada
tahun 1997 sampai sekarang. Wilayah pelayanan dari KUA Delanggu ini
meliputi 16 desa, yaitu desa Dukuh, Jetis, Butuhan, Banaran, Bowan,
Sribit, Mendak, Krecek, Karang, Sabrang, Tlobong, Gataak, Delanggu,
Kepanjen, Segaran, dan Sidomulyo.

Bagaimana struktur organisasi di KUA Kecamatan Delanggu?

Jawab : Seperti yang bisa dilihat dalam bagan di luar. Struktur terdiri dari
saya selaku Kepala KUA, kemudian ada Pak Poniman selaku PPN dan
operator SIMKAH, selain itu ada petugas administrasian yaitu Pak Suhari

dan Pak Supar, ada penyuluh (PNS) yaitu Ibu Muslikhatun, kemudian ada
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para penyuluh non PNS yang terdiri dari pemberantasan narkoba,
radikalisme, kesadaran wakaf, dan pengelolaan zakat, serta seorang wiyata
bakti yaitu Mas Yusuf Fauzi. Semua bidang mempunyai tugasnya masing-
masing, selaku kepala KUA saya mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan
Agama Islam dalam wilayah Kecamtan, membantu pelaksanaan tugas
pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan,
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
Kecamatan, melaksanakan tugas koordinasi penilik, penyuluh, dan
koordinasi kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan
tugas KUA Kecamatan, ketua Satgas Pembina Gerakan Keluarga Sakinah.
Kemudian Pak Poniman sebagai PPN dan operator SIMKAH mempunyai
tugas menerima pemberitahuan kehendak nikah, mendaftar, menerima,
dan meneliti kehendak nikah terhadap calon pengantin dan wali serta
mengumumkannya, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah di kantor
maupun di luar kantor, mengatur jadwal pelayanan pernikahan dan
pelayanan bedolan, menandatangani akta nikah beserta kutipannya,
mengoperasikan aplikasi SIMKAH, menginput data pendaftaran nikah,
menginput formulir pemeriksaan peristiwa pernikahan, mencetak formulir
pemeriksaan peristiwa pernikahan, mencetak formulir pengumuman
kehendak nikah, menginput pengumuman kehendak nikah, menginput
data register pernikahan, mencetak register pernikahan, mencetak akta
nikah.

Sebagai petugas administrasi, Pak Suhari dan Pak Supar mempunyai tugas
menerima dan mengarsip surat-surat masuk, bertanggungjawab dalam
membuat dan menyampaikan surat-surat, membuat dan menyimpan buku
tamu, penyelenggarakan administrasi kepegawaian, menyimpan dan
mengamankan dokumen kantor, mengisi buku pendaftaran cerai
talak/gugat dan rujuk, melakukan pelayanan legalisasi dokumen,
melakukan pelayanan duplikat akta nikah. Kemudian sebagai penyuluh

mempunyai tugas melakukan pendataan dan analisis potensi wilayah,
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melakukan analisis sasaran kelompok binaan, menyusun rencana kerja
operasional bulanan, membuat jadwal penyuluhan, membuat konsep dan
materi kegiatan penyuluhan.

Bagaimana tugas pokok dan fungsi dari KUA Kecamatan Delanggu?
Jawab : Tugas pokok dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu
yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang hukum agama
Islam mengenai pernikahan, wakaf, haji, pelayanan kemasjid-an, sosial
keagamaan (infag, zakat, Majelis Ta’lim, Madrasah Diniyah, Taman
Pendidikan Al-Qur’an (TPA), dan Pondok Pesantren). Mengenai fungsi
dari KUA send=iri dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor
34 Tahun 2916 yang sudah dijelaskan di Pasal 3 ayat 1 peraturan tersebut.
Bagaimana perkembangan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan
Delanggu?

Jawab : Adanya perkembangan teknologi memaksa KUA Delanggu untuk
mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Kecanggihan teknologi
tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan terutama dalam hal
pencatatan peristiwa pernikahan, maka dari itu KUA Delanggu sekarang
menggunakan SIMKAH dalam pencatatan pernikahan.

Bagaimana pendapat Bapak tentang SIMKAH?

Jawab : Suatu solusi yang strategis dari Dirjen Bimas Islam untuk
memperbaiki proses pencatatan pernikahan menuju arah yang lebih baik.
Sebenarnya itu sudah direncanakan sejak dulu, sejak Dirjen Bimas Islam
bergabung dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan
Masyarakat Islam. SIMKAH merupakan aplikasi yang memiliki dua
tujuan utama yang ingin dicapai yaitu penyeragaman data dan sebagai
backup data yang terintegrasi. SIMKAH itu mempunyai kemampuan
mengecek identitas calon pengantin untuk mencegah dari berbagai
kemungkinan yang tidak diinginkan, kemudian data calon pengantin dapat
diinput secara sederhana sehingga dapat menghemat waktu. Selain itu,
SIMKAH dapat mengirimkan data calon pengantin dengan cepat dan

mudah dengan bantuan teknologi internet, dan pegawai KUA dapat
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dengan mudah dan cepat untuk mengedit, menambah atau menghapus data
calon pengantin dengan menggunakan aplikasi SIMKAH.

Apa manfaat dari SIMKAH?

Jawab : Penyajian data pencatatan yang cepat serta mempermudah
dalam pengawasan data tersebut, memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai pernikahan secara cepat, mudah dan akurat,
mengintegrasikan data dari KUA Kecamatan ke kantor pusat,
memperbaiki sistem informasi manajemen pernikahan yang dicatat di
KUA menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dicari. Tebtu saja hal
tersebut harus didukumg dengan beberapa hal seperti komputer, alat
printer, internet, dll.

. Apa tujuan penggunaan SIMKAH di KUA Delanggu?

Jawab : Penggunaan SIMKAH di KUA Delanggu sendiri sebagai bentuk
dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berguna untuk
meningkatkan kinerja pegawai KUA Delanggu khususnya dalam hal
teknologi. Selain itu, SIMKAH mampu mengoptimalkan sistem
administrasi pencatatan pernikahan menjadi lebih efisien.

Bagaimana kelengkapan alat pendukung SIMKAH di KUA Delanggu?
Jawab : Untuk di KUA Delanggu sendiri menggunakan dua buah
komputer dimana satu komputer digunakan untuk SIMKAH desktop
sedangkan satu komputer digunakan untuk SIMKAH website. Kemudian
ada CPU, dan ada satu buah printer. Sedangkan untuk browser yang
digunakan adalah Google Chrome serta di KUA Delanggu sudah
mempunyai Wifi.

Bagaimana dengan operator SIMKAH di KUA Delanggu?

Jawab : KUA Delanggu hanya ada satu operator SIMKAH. Operator
tersebut sebelumnya sudah mengikuti pelatihan khusus atau BIMTEK
terlebih dahulu.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum seperti

menuakan usia dalam pencatatan pernikahan?
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Jawab : Dulu sering terjadi, karena dulu masih longgar. Sekarang sudah
tidak bisa, SIMKAH sudah terintegrasi dengan data pada Kantor Dukcapil
jadi sekarang sulit. Tapi kesalahan pasti ada, misalnya salah ketik nama
atau alamat, dsb.

11. Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik menikah sirri dahulu karena
usia belum mencukupi batas usia minimal pernikahan?
Jawab : Kalau itu sudah bukan ranah KUA jadi kami tidak tahu.

. Informan : Poniman

Pekerjaan : PPN dan Operator SIMKAH

Waktu : Selasa, 09 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

Tempat : KUA Kecamatan Delanggu.

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana perkembangan pencatatan nikah di KUA Delanggu?
Jawab : Pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu sudah
berlangsung sekitar 42 tahun. Proses pencatatan awalnya dilakukan
dengan cara manual ditulis tangan kemudian dikumpulkan dalam lemari
sebagai arsip bagi kantor. Sekarang sudah beralih menggunakan
SIMKAH.

2. Apa alasan beralih menggunakan SIMKAH?
Jawab : Pencatatan secara manual beberapa kali menemui kendala dalam
arsip data pengantin seperti usia kertas yang sudah terlalu lama sehingga
membuat tulisan sudah tidak bisa terbaca lagi bahkan sebagian besar ada
yang sudah dimakan rayap atau tikus sehingga mengalami kerusakan.
Selain itu, pada proses pemeriksaan data persyaratan calon pengantin
awalnya dilakukan oleh pegawai staff KUA dimana pada proses ini masih
terbilang longgar memudahkan terjadinya kecurangan data calon
pengantin.

3. Mengapa pemalsuan data bisa terjadi di KUA Delanggu?
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Jawab : Masih ada masyarakat yang memakai Modin untuk mengurus
pendaftaran pernikahannya, terkadang ada saja oknum yang melalukan
pelanggaran karena waktu itu masih longgar sistemnya.

Bagaimana perkembangan SIMKAH di KUA Delanggu?

Jawab : SIMKAH sudah ada sejak tahun 2011, tetapi masih menggunakan
aplikasi SIMKAH berbasis windows atau sering disebut dengan SIMKAH
Dekstop. SIMKAH ini terdapat suatu masalah yaitu tidak dapat digunakan
pada komputer dengan basis pemograman inux,apple. Barulah pada tahun
2016 KUA Kecamatan Delanggu menggunakan aplikasi SIMKAH
berbasis website dengan teknologi internet.

. Apa perbedaan dari kedua SIMKAH tersebut?

Jawab : Aplikasi SIMKAH website merupakan aplikasi SIMKAH yang
hanya dapat dioperasikan apabila terhubung dengan koneksi internet,
sedangkan aplikasi SIMKAH desktop dapat digunakan secara online
maupun offline. SIMKAH desktop biasanya akan menjadi backup data
dalam aplikasi SIMKAH dimana data calon pengantin akan tersimpan di
dalam sistem tersebut, kemudian data tersebut dikirim secara online akan
tersimpan otomatis ke server pusat Dirjen Bimas Islam Kemenag hal ini
bertujuan untuk menjaga keamanan data calon pengantin.

Bagaimana pelaksanaan SIMKAH di KUA Delanggu?

Jawab : SIMKAH dipegang oleh saya sendiri selaku operator SIMKAH,
pengantin yang ingin mendaftar nikah harus log in ke SIMKAH website
dulu, kalua sudah masuk klik input data, pilih daftar nikah kalua sudah
pilih tambah daftar nikah, isi jadwal nikah. Kalua jadwalnya ada pasti akan
muncul form pengisian identitas dalam mengisi form tersebut calon
pengantin harus memperhatikan NIK dari KTP mereka masing-masing
dan menyiapkan foto serta nomor HP dari kedua calon pengantin. Setelah
pendaftaran selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan nikah, pada halaman
pendaftaran nikah pilih centang pada nama calon yang ingin diperiksa lalu
isi form pemeriksaan setelah itu di submit. Bagi calon pengantin terdapat

dua pilihan yaitu nikah di kantor atau di luar kantor, kalau nikah di luar
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kantor akan diberikan nomor billing untuk melakukan pembayaran biaya
nikah di luar kantor. Setelah bayar, bukti byara dikembalikan ke KUA
untuk di upload. Terakhir isi form pencatatan nikah dengan isi nomor
porporasi dan akta nikah, lengkapi juga dengan mengisi saksi-saksi dan
tanggal pengeluaran buku nikah, lalu disubmit.

. Bagaimana alur pelayanan pernikahan setelah menggunakan SIMKAH?
Jawab : Tidak begitu banyak perubahan, hanya saja sekarang dilakukan
secara offlin dan online, dimana masyarakat setelah melakukan
pendaftaran secara online kemudian tetap datang ke KUA untuk
menyerahkan berkas persyaratan nikah. Pada proses pemeriksaan data
calon pengantin juga dilakukan secara online melalui SIMKAH dan juga
offline, KUA akan memanggil calon pengantin, wali dan saksi dalam
waktu tujuh hari sebelum akad nikah untuk melakukan pemeriksaan atas
kebenaran data dari calon pengantin tersebut. Proses pemeriksaan
dilakukan oleh Bapak Kepala di ruangannya. Dalam proses ini, Bapak
Kepala juga akan memberikan nasihat pernikahan kepada calon pengantin.
Setelah melakukan proses pemeriksaan, calon pengantin yang akan
melakukan akad nikah di luar KUA akan diberikan billing untuk
melakukan pembayaran biaya nikah luar KUA.

. Apa saja kendala yang dirasakan dalam penggunaan SIMKAH di KUA
Delanggu?

Jawab : sejak tahun 2011 sudah 2.933 pernikhan yang sudah saya input,
Alhamdulillah terbantu. Kalau kendala pasti ada, dulu manual ada tiga
orang yang bantu tapi sekarang cuma saya sendiri jadinya menurut saya
kurang apalagi kalua berkas yang mau diinput banyak itu sering kesusahan
saya. Internet juga kadang kurang stabil, apalagi jika aplikasi sedang error
dari pusatnya jadinya tidak bisa nginput. Belum kalua mati listrik atau alat
printnya sering rusak jadi tidak bisa meneruskan pekerjaan, akibatnya
buku dan akta nikah terlambat dicetak. Sebenarnya aplikasinya bagus,
pencatatan menjadi rapi, cepat dan efisien. Namun, belum optimal saja

karena masih ada beberapa kendala yang menghambat kinerja aplikasi.
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Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum seperti
menuakan usia pengantin agar dapat dicatatkan di KUA?

Jawab : Sebenarnya di Undang-Undang sudah ada yang mengatur
mengenai usia minimal pernikahan. Namun, masih banyak yang
melanggar karena dulu pemeriksaannya masih longgar. Masyarakat
melakukan pelanggaran dengan berbagai alasan dan itu sudah menjadi hal
yang umum. Tetapi, sejak memakai SIMKAH saya rasa hal tersebut sulit
untuk dilakukan.

Bagaimana SIMKAH dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum
tersebut?

Jawab : SIMKAH itu datanya terhubung dengan data di Dinas Dukcapil,
jadi data identitas calon pengantin harus sesuai dengan data yang ada di

Dukcapil.

Lampiran 2. Transkip Wawancara Dengan Modin

A.

Informan : Imam

Pekerjaan : Modin di Kecamatan Delanggu
Waktu : Senin, 15 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara :

1.

Mengapa masih banyak masyarakat disini menggunakan jasa Bapak?
Jawab : Karena masih banyak yang belum begitu mengerti mengenai
prosedur pendaftaran nikah. Belum mengetahui apa saja yang harus diurus
dan dipersiapkan, apalagi sekarang mendaftar nikah selain datang ke KUA
juga harus lewat online dulu. Masih banyak yang bingung.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum dalam
pencatatan pernikahan?

Jawab : Hal itu biasa terjadi, sudah bukan menjadi rahasia. Selain
memang sistemnya begitu longgar juga kurang adanya kesadaran dari

berbagai pihak baik itu masyarakat maupun juga pihak KUA.

. Apakah Bapak dan masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang yang

mengatur mengenai batas usia pernikahan?
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Jawab : Saya mengetahuinya. Saya juga sudah pernah mensosialisasikan
mengenai hal tersebut, jadi saya rasa masyarakat juga sudah

mengetahuinya.

. Apakah ada masyarakat yang melakukan praktik menuakan usia

pernikahan padahal usianya belum mencukupi untuk menikah?
Jawab : Dulu banyak, tetapi sekarang sudah tidak bisa. Sekarang sudah
pakai SIMKAH jadi sudah tidak bisa.

. Apa yang dilakukan masyarakat jika mereka tetap ingin menikah?

Jawab : sebagian ada yang melakukan dispensasi nikah, tetapi ada yang
memilih menikah sirri dulu baru nanti kalua usianya sudah mencukupi

mereka dinikahkan secara resmi.

. Apa alasan masyarakat memilih jalan tersebut?

Jawab : Norma agama, mereka khawatir jika anak mereka mempunyai
hubungan dengan lawan jenis tanpa adanya status menikah akan
terjerumus perbuatan zina. Walaupun hanya nikah sirri yang terpenting
bagi mereka adalah sah. Seperti yang dilakukan DW yang menikah waktu
usianya 18 tahun. Dia dinikahkan sama keluarganya dengan karena sudah
ada hubungan dengan MF. Lingkungan juga mempengaruhi, dimana
disini itu hal biasa, apalagi kalua sudah hamil di luar nikah, kalua dispen

nanti jadi banyak yang tahu kalua sudah hamil.

. Apakah masih banyak yang belum mengetahui dispensasi nikah?

Jawab : kalua mengetahui saya rasa sudah. Namun, karena prosesnya

yang panjang maka mereka lebih memilih nikah sirri dulu.

Informan : Sumarno

Pekerjaan : Modin di Kecamatan Delanggu

Waktu  : Minggu, 21 Agustus 2022 Pukul 15.00 WIB
Hasil Wawancara :

1. Apakah masyarakat disini masih banyak yang menggunakan jasa Bapak?

Jawab : Masih. Karena sebagian mereka masih belum paham mengenai
apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar nikah, selain itu juga

karena mereka sibuk bekerja jadi tidak ada waktu untuk ke KUA.
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. Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum dalam
pencatatan pernikahan?

Jawab : Sudah biasa, tapi memang itu salah harusnya tidak dilakukan tapi
mau bagaimana lagi. Banyak hal yang mendorong untuk hal itu.

. Apakah Bapak dan masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang yang
mengatur mengenai batas usia pernikahan?

Jawab : Saya mengetahui batas usianya minimal 19 tahun, tapi untuk
Undang-Undangnya yang mana saya kurang mengetahui. Saya Kira
masyarakat juga sama, hanya tahu batasannya minimal 19 tahun.

. Apakah ada masyarakat yang melakukan praktik menuakan usia
pernikahan padahal usianya belum mencukupi untuk menikah?

Jawab : saya rasa di mana-mana hal tersebut ada. Itu sudah biasa di
kalangan masyarakat dikarenakan sistemnya yang longgar, tetapi sekarang
di KUA sudah menggunakan SIMKAH, sudah tidak longgar lagi.

. Apa yang dilakukan masyarakat jika mereka tetap ingin menikah?

Jawab : Kebanyakan masyarakat menikahkan anaknya secara agama
terlebih dahulu sampai usianya sudah mencukupi untuk dinikahkan secara
resmi.

. Apa alasan masyarakat memilih jalan tersebut?

Jawab : Karena mereka beranggapan itu jalan keluar yang mudah
daripada anak mereka terjerumus kedalam perbuatan zina. Mereka kurang
mengetahui juga mengenai akibat menikah secara agama yang terpenting
adalah anak mereka bisa terhindar dari zina.

. Apakah masih banyak yang belum mengetahui dispensasi nikah?

Jawab : Kalau mengetahui saya rasa mengetahui. Namun, karena
prosedurnya yang panjang membuat masyarakat lebih memilih jalan yang

mudah.
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Informan : Sutiyo

Pekerjaan : Modin di Kecamatan Delanggu

Waktu  : Minggu, 21 Agustus 2022 Pukul 17.00 WIB
Hasil Wawancara :

1. Apakah masyarakat disini masih banyak yang menggunakan jasa Bapak?

Jawab : Masih. Banyak masyarakat yang sibuk bekerja sehingga mereka
menyerahkan urusan dalam hal pendaftaran nikah kepada saya.

. Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum dalam

pencatatan pernikahan?
Jawab : Menurut saya, hal itu terjadi karena kurang adanya pengawasan
dari pihak KUA.

. Apakah Bapak dan masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang yang

mengatur mengenai batas usia pernikahan?
Jawab : Saya pikir semua sudah mengetahui bahwa adanya batasan usia

minimal bisa dilaksanakan pernikahan.

. Apakah ada masyarakat yang melakukan praktik menuakan usia

pernikahan padahal usianya belum mencukupi untuk menikah?
Jawab : Hal itu kan sudah biasa, di mana-mana juga banyak yang
melakukannya. Akan tetapi sekarang hal tersebut sulit karena sekarang

sudah lebih ketat sistemnya, sudah pakai online.

. Apa yang dilakukan masyarakat jika mereka tetap ingin menikah?

Jawab : Jika menurut peraturannya masyarakat mendapat dua pilihan
yaitu menunggu sampai usianya memenuhi batas usia minimal atau
melakukan dispensasi nikah. Namun, ada masyarakat yang memilih cara
lain yang lebih mudah menurut mereka yaitu menikah secara agama

sebelum mencatatkan pernikahannya ke KUA.

. Apa alasan masyarakat memilih jalan tersebut?

Jawab : Dikarenaka masyarakat disini masih belum begitu mengerti
mengenai prosdur mengajukan dispensasi nikah. Masyarakat masih
beranggapan bahwa dispensasi memerlukan waktu yang panjang dan

biaya yang tidak sedikit.
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Apakah tidak ada sosialisasi mengenai dispensasi nikah kepada
masyarakat?

Jawab : sejauh yang saya tahu belum ada.

D. Informan : Jaka

Pekerjaan : Modin di Kecamatan Delanggu
Waktu  : Jumat, 09 September 2022 Pukul 16.30 WIB
Hasil Wawancara :

1.

Apakah masyarakat disini masih banyak yang menggunakan jasa Bapak?
Jawab : Masih. Sebagian masyarakat sibuk bekerja sehingga mereka tidak
ada waktu kemudian menyerahkan urusan pendaftaran nikah kepada saya.
Bagaimana pendapat Bapak mengenai praktik pelanggaran hukum dalam
pencatatan pernikahan?

Jawab : Dahulu itu hal biasa walaupun itu salah, tetapi sekarang sudah
berbeda. Pelayanan KUA sudah lebih baik, sekarang sudah ada SIMKAH
sehingga pelanggaran tersebut sudah tidak ada, kalaupun masih ada pasti
sekarang sulit untuk dilakukan sehingga jumlahnya sedikit.

Apakah Bapak dan masyarakat mengetahui tentang Undang-Undang yang
mengatur mengenai batas usia pernikahan?

Jawab : semua sudah mengetahuinya, peraturannya juga sudah jelas
mengaturnya.

Apakah ada masyarakat yang melakukan praktik menuakan usia
pernikahan padahal usianya belum mencukupi untuk menikah?

Jawab : Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya rasa semua sudah
mengetahui mengenai aturannya. Selain itu pernikahan sekarang harus
melalui SIMKAH dan itu online, sehingga hal tersebut sulit dilakukan.
Apa yang dilakukan masyarakat jika mereka tetap ingin menikah?

Jawab : Ada yang melakukan dispensasi sesuai peraturan yang berlaku,
ada juga yang lebih memilih menikahkan dahulu secara agama karena
mereka tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka di KUA.

Apa alasan masyarakat memilih jalan tersebut?
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Jawab : Banyak hal, yang pertama mereka takut anak-anak mereka
terjerumus ke dlam perbuatan zina, kemudian menurut saya dari pihak
KUA juga kurang ada pengawasan terhadap pernikahan sirri di kalangan
masyarakat yang seharusnya itu merupakan tugas dari KUA. Dikarenakan
hal tersebutlah masyarakat menganggap nikah sirri suatu hal yang biasa.
7. Apakah tidak ada sosialisasi mengenai dispensasi nikah kepada
masyarakat?
Jawab : Sebenarnya masyarakat sudah mengetahui adanya dispensasi
nikah, namun dispensasi nikah itukan juga harus memenuhi syarat-syarat
supaya dapat dikabulkan. Bagi banyak masyarakat itu memakan banyak
waktu, belum lagi soal biaya untuk ke Pengadilan, sehingga masyarakat
lebih memilihcara yang lebih mudah.

Lampiran 3. Transkip Wawancara Dengan Calon Pengantin

A. Informan : Putri Hasanah
Pekerjaan : Calon Pengantin
Waktu . Selasa, 08 November 2022, jam 10.00 WIB

Hasil Wawancara :

1. Apakah saudari mengetahui tentang apliaksi SIMKAH?
Jawab : Benar, saya diberitahu oleh pegawai KUA ketika saya hendak
mendaftar nikah ke kantor KUA.

2. Bagaimana menurut saudari mengenai aplikasi tersebut?
Jawab : Sebenarnya aplikasi SIMKAH adalah aplikasi yang bagus, namun
saya rasa aplikasi ini perlu untuk perbaikan lagi karena saya mengalami
ketika saya hendak login aplikasi ini justru sehingga saya harus menunggu
lebih lama dan memakan waktu.

3. Apa saudari merasakan kemudahan dengan adanya aplikasi ini?
Jawab : Saya merasakan apliaksi ini bermanfaat karena dapat mengecek
identitas dari kedua calon pengantin, sehingga tidak ada yang ditutup-

tutupi sebelum akad.
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4. Apakah pegawai KUA membantu saudari pada saat saudari mengalami
kendala dalam menggunakan SIMKAH?
Jawab : Benar saya dibantu oleh Bapak Poniman karena tidak semua

pegawai KUA mengerti mengenai SIMKAH

B. Informan : Wulan Sinta Rahmawati
Pekerjaan : Calon Pengantin
Waktu . Selasa, 08 November 2022, jam 14.00 WIB

Hasil Wawancara :
1. Apakah saudari mengetahui mengenai SIMKAH?
Jawab: lya, tetapi hanya sedikit yang saya tahu
2. Darimana informasi tersebut saudari dapatkan?
Jawab : Saya dikasih tahu oleh Pak Mudin sewaktu saya minta tolong
kepada beliau untuk mengurus pernikahan saya. Pak Mudin sempat
bilang kepada saya bahwa sekarang mendaftar nikah harus melalui online
dulu.
3. Apa alasan saudari meminta tolong kepada Mudin untuk membantu
pernikahan saudari?
Jawab : Ya karena biar cepat saja, saya tidak perlu bolak-balik ke KUA.
4. Selain dari Pak Mudin, darimana lagi saudari mendapatkan informasi
mengenai SIMKAH?
Jawab : Sejauh ini baru dari Pak Mudin, tidak ada sosialisasi juga dari
KUA jadi saya dengar dari Pak Mudin.
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Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Dengan Pegawai KUA




Lampiran 6. SIMKAH WEB

"DIREKTORAT JENDERAL BHMBINGAN MASYARAKAT 1SLAM
FEMENTERIAN AGAMA REFUBLICINDONESIA

Lampiran 7. SIMKAH Desktop
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Lampiran 9. Validasi Data Calon Pengantin

Lampiran 10. Data Input Calon Pengantin
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Lampiran 11. Pemberian Buku Nikah

Lampiran 12. Kartu Nikah
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